BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan :
‘Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab
sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pada
kenyataannya: belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap
kepemilikan kekayaan intelektual yang -berupa teknologi tradisional. Hal -ini
disebabkan karena perbedaan prinsip antara sistem hukum Paten yang sistematis
dan individualistis dengan teknologi tradisional yang sederhana dan bersifat
kolektif. Xepopuleran harta komunal yang dipengaruhi oleh prinsip hukum adat
yang universal pada teknologi tradisional mengakibatkan hukum Paten yang
sangat individulistis tidak. di mengerti oleh kebanyakan masyarakat tradisional..

Persoalan lain yang menyebabkan undang-undang Paten tidak mampu
melindungi teknologi tradisional adalah dalam pemenuhan syarat-syarat untuk
memperoleh Paten, khususnya dalam memenuhi unsur kebaharuan (rovelty).
Karakter teknologi tradisional yang sudah dipublikasikan dan digunakan ddlam
jangka waktu tertentu, menyebabkan teknologi tradisional tidak lagi bersifat
baru, dengan demikian gagal memenuhi syarat kebaharuan. Menanggapi
persoalun sulitnya teknologi tradisional memenuhi unsur kebaharuan, maka ada

2 (dua) hal yang periu diperhatikan, yaitu -
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a. apabila invensi yang berasal dari teknologi tradisional tersebut tidak ada
pengembangan lebih lanjut, maka hak Paten tidak dapat diberikan
dengan alasan tidak mengandung unsur kebaharuan.

‘b. apabila invensi yang -berasal dari -teknologi -tradisional - tersebut ada
inovasi ataw pengembangan Iebih lanjut, maka ada kemungkinan dapat
diberikan hak Paten.

2. Langkah-langkal Pemerintah dalam kerangka memberi perlindungan teknologt
tradistonal adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Inventarisasi dan Dolkumentasi terhadap Teknologi Tradisional
Inventarisasi dan dokumentasi ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk
melindungi sekaligus mencegah pemanfaatan teknologi tradisional yang
dilakukan oleh negara-negara asing. Disamping itu untuk memudahkan
dalam upaya menjadikan teknologi tradisional yang sudak terdokumentasi
sebagai prior art di dalam pemeriksaan substantif, khususnya yang berkaitan
dengan pemeriksaan kebaharuan. Pendokumentasian tersebut dilakukan
dengan melibatkan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat, untuk
memperoleh data yang akurat.

b. Membentuk Undang-Undang Khusus tentang Pengetahuan Tradisional
Langkah Pemerintah untuk membentuk Undang-Undang khusus ini sangat
penting artinya bagi Pemerintah sebagai landasan hukum untuk melindungi
teknologi tradisional secara komprehensif. Hal-hal pokok yang perlu diatur
dalam undang-undang ini adalah mengenai pemakaian istilah, ruang lingkup,
proscdur perijinan tcrhadap pcmanfaatan tcknologi olch pihak asing, dan
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penegasan terhadap siapa pemilik atau yang mewakili kepemilikan teknologi
tradisional tersebut. Namun adanya undang-undang ini belum merupakan
jaminan persoalan menjadi selesai, karena masih terbentur oleh masalah lain
yang sebenarnya berakar pada kultur bangsa Indonesia sendiri. Oleh sebab
itu masih diperlukan langkah-langkah nyata dari masyarakat sendiri, yaitu
dengan mengembangkan dan memanfaatkan tekmologi tradisional secara
lebih lanjut supaya tidak didahului oleh pihak asing.
Arti penting perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, baik perlindungan
dalam bentuk hukum maupun non hukum adalah bahwa pengetahuan tradisional
termasuk didalamnya teknologi tradisional memiliki nilai yang sangat strategis, baik
dari segi sosial, budaya, maupun ekonomi. Selama ini penerapan sistem Hak
Kekayaan Intelektual global banyak yang dimanfaatkan bangsa asing untuk
mengklaim hak kepemilikan atas aset karya intelektual bangsa Indonesia, sehingga

berpindah kepada orang asing, sementara bangsa Indonesia tidak menyadarinya.

B. Saran :

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat atas
hak kekayaan intelektual yang berupa teknologi tradisional, maka ada beberapa
saran yang bisa dijadikan pertimbangan, yaitu :

1. Perlu segera dibentuk pusat pengolahan data atau lembaga khusus yang secara
terpadu menangani masalah inventarisasi dan dokumentasi terhadap teknologi
tradisional. Program dokumentasi yang bersifat nasional dan terpadu tersebut,

scbaiknya mcmpcrhatikan beberapa hal, yaitu :



a. Keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat, dimana
teknologi tradisional itu berasal, supaya memperoleh kebenaran informasi
dan data yang lengkap dan akurat.

b. Dokumentasi bersifat digital, agar mudah diakses dan dapat menjangkau
seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

c. Dokumentasi tersebut dibuat dengan standar internasional, agar diketahui
oleh masyarakat internasional dan dapat digunakan secara luas oleh para
pemeriksa Paten di seluruh dunia.

2. Mengamandemen atau merevisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten, khususnya mempertegas arti kata “bukan literatur Paten™ secara lebih
eksplisit dalam Undang-Undang Paten tersebut. Sekaligus mempertegas bahwa
teknologi tradisional baik yang sudah terdokumentasi maupun belum, berfungsi
sebagai prior art dalam hukum Paten Indonesia. |

3. Agar dilakukan aktualisasi, revitalisasi, dan legalisasi kepemilikkan sumber daya
dan keanekaragaman hayati Indonesia, misalnya dengan mengumumkan tanaman
obat tradisional, pengukuhan hak sumber daya lokal, dan perlindungan hak

penemuan masyarakat.
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Judul : PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP INOVASI- TEKNOLOGI
KERAJINAN TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001
TENTANG PATEN

Lokasi Kota Yogyakarta

Waktunya . Mulai tanggal 12 Januari 2004 s/d 12 April 2004

Dengan Ketentuan : _

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati/
Walikota Kepala Daerah ) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

2. Waijib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

3. Waijib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
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o

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. : Dikeluarkan di : Yogyakarta
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal : 12 Januari 2004
( Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan A.n. GUBERNUR
Masyarakat Propinsi DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
3. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Bappeda; KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIV
4. Ka. DEPERINDAG Propinsi DIY; UB . KEPALA BIDANG
5. Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY; PENELITIAN DAN PENGENDALIAN

6. Ka. DEKRASDA DIY;

7. Ka. BAPPEDA DIY;

8. Ka. Program MIH PS - TI&JY -

9 Ka.KanWil Dep, Keh dadt EAM ?rcp .
10/Pertinggal /L/

Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 480 022 448




PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
-~ (BAKESLINMAS )

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213 .

Nomor : Yogyakarta, 1% Pebruari 2004
Hal : Kgg::pa{lggn46 ~ Kepada Yth. F
Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Di -
JAKARTA.

Menunjuk Surat :
J Uiniversitas Atmajaya Yk.Program Pasceésarjans

Nomor : 080/Eks/V. Tgl. 14 Pebruari 2004

Hal, P = i o -
Setelah mempelajari rencanaxpenee ftian %?&y%klsga%e%gl? PFe]sghﬁha@e&ign yang diajukan oleh peneliti/
surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama .

Didik Setyawan No. M. 02.842/PS/MH.
Pekerjasns Mchasiswa Pascagarjana Unlversituas atmejcya Yk,
Meksud 3 Mengcdskan penelitisn dengan judul

PERLINDUNG4N HiK KBKoYuAN INTELEKTUAL TERH.DAP INOVAS
TEKNOLOGI KERAJIIN«N TRADISIONALL BERDAS ARKAiJ UI\TDf-.;IG =I
UNDANG NO. ¥14 Th. 2001 Tentang PJITEN,

Lokasi 1 DKI Jazkuarta.

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

-

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatiian dan Perlindungan Masyarakat

.......

Tembusan Kepada Yth.

1. Dirjen Bina Kesatuan Bangsa
Departemen Dalam Negeri RI. S
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta IRE .

’;1m.xaf.'dnnpm.

sebagai laporan. S ....______...._....‘_"flli_.s.}.‘.l:. ———

3. Ketua BAPPEDA Propinsi D.LY. . .NIP."W.49O 028 268

" 4.Ketus Program Magister Ilmu Hukum
Univergites Atmcjuya Yk,

5. Ybs,



Undang-Undang Nomor 13 Tahun |

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PATEN

-Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan
997. memberikan Paten kepada :

Nama dan Alamat Pemegang Paten

Judul Penemuan

Nama Penemu * Kenichi Hisada, JP

Tanggal diberikan

Perlindungan Paten diberikan selama 20 tahun sejak tanggal Penerimaan Permintaan Paten -
31 Januari 1997
Dengan Nomor Paten: D 0 000000 dan Nomor Permintaan Paten : P-000000
Surat Paten ini dilampiri dengan uraian penemuan (description), penemuan teknologi yang dilindungi
hukum (claim), sari penemuan (abstract) dan gambar (iika ada) merupakan bagian yang tidak

dipisahkan dari surat paten ini.

Jakarta,

a.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelekiual
u.b.
Dircktur Paten

W. SIMANDJUNTAK. S.i1.
NIP. 040011353



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

| Cr=r|

Formulir Permohonan Paten

dibuat rangkap 4

Diisi oleh petugas
Tanggal pengajuan

Nomor permohonan :

Dengan ini saya/kami ')
(71) Nama
Alamat %)

Warga Negara
Telepon
NPWP

mengajukan permohonan paten/paten sederhana

(]

yang merupakan permohonan paten
Internasional/PCT dengan nomor :

(74) melalui/tidak melalui * ) Konsultan Paten
Nama Badan Hukum %) :
Alamat Badan Hukum ?) ;

Nama Konsultan Paten
Alamat %)

Nomor Konsultan Paten :
Telepon / fax

(]

(54) dengan judul invensi

[]

Permohonan paten ini merupakan pecahan
dari permohonan paten nomor :




(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :

............................................. Warga NEZara ........cocevercevreervennan
............................................. Warga NeZara ........ccoceeveveererreeneanns
............................................. Warga NeEArd .....c.cocevreuereveeruernans

............................................. Warga negara ........cceeereiriieiiiiiiennen

Diisi olch petuvas

(]

(30) Permohonan paten ini diajukan dengan/tidak dengan *)
hak prioritas *) :

Negara : Tgl. Penerimaan permohonan Nomor prioritas

.................................................................................

.......................................................

.................................................................................

Bersama ini saya lampirkan *) :
1 (satu) rangkap :

surat kuasa

surat pengalihan hak atas penemuan

bukti pemilikan hak atas penemuan

bukti penunjukan negara tujuan (DO/EO)

dokumen prioritas dan terjemahannya

dokumen permohonan paten Internasional/PCT
sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya
dokumen lain (sebutkan) :

e pm . — ——

dan 3 (tiga) rangkap invensi yang terdiri dari :

uraian ................ halaman
klaim ................ buah

[ ]
[ ]
[ ] abstrak
(]

Saya/kami usulkan, gambar nomor .................. dapat
menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas
permohonan paten ( UU No. 14 Tahun 2001 )

(]




Demikian permohonan paten ini saya’kami ajukan

untuk dapat diproses lebih lanjut.

Pemohon,

Keterangan :

1) Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini
sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.

2) Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat.

3) Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak
dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.

4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan.

S) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.

6) Jika permohonan paten diajukan oleh :
- lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group
- Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di

Kantor Paten.

*) Coret yang tidak sesuai.

Form No. 001/P/HK1/2000
Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy.
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<36Bulan

PROSEDUR PERMOHONAN PATEN
(MENURUT UU PATEN NO. 14 TAHUN 2001)

PERMOHONAN

Dipenuhi

+ (TANGGAL PENERIMAAN ) <~

l

PEMERIKSAAN

< 30 Hari

Tidak

DILENGKAPI

Tidak _

ADMINISTRASI
Lengkap J'

PENGUMYUMAN
SELAMA 6 BULAN
UNTUK MEMBERI

KESEMPATAN OPOSISI

18 Bulan

l

PERMOHONAN
PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF

Tidak

< 3 Bulan

v

) > Tidak DIANGGAP DITARIK

-~

PEMERIKSAAN

SUBSTANTIF

< 36 Bulan

Tidak
PENOLAKAN UNTUK DIBERI PATEN?
UPAYA HUKUM
LAINNYA

MEMENUHI SYARAT

PEMBERIAN
SERTIFIKAT PATEN




PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2001

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

pada Departemen Kehakiman

JENIS BIAYA SATUAN TARIF
HAK CIPTA
1.  Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan per permohonan Rp 75.000,00
2. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan berupa program komputer per permohonan Rp  150.000,00
3. Biaya permohonan pencatatan pemindahan hak atas suatu ciptaan yang per permohonan Rp 75.000,00
terdaftar dalam daftar umum ciptaan
4. Biaya permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang per permohonan Rp 50.000,00
terdaftar dalam daftar umum_ciptaan
5. Biaya permohonan petikan tiap pendaftaran ciptaan dalam daftar umum per permohonan Rp 50.000,00
ciptaan
6.  Biaya pencatatan lisensi hak cipta per permohonan Rp 75.000,00
7. Biaya pencatatan pengalihan hak rahasia dagang:
a.  usaha kecil per permohonan Rp  200.000,00
b.  non usaha kecil per permohonan Rp 400.000,00 |
8. Pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang:
a.  usaha kecil per permohonan Rp  150.000,00
b.  non usaha kecil per permohonan Rp  250.000,00
9. Permohonan pendaftaran desain industri:
a.  usaha kecil per permohonan Rp 300.000,00
b. non usaha kecil per permohonan Rp  600.000,00
10. Pengajuan keberatan atas permohonan desain industri per permohonan Rp  150.000,00
1. Permintaan petikan Daftar Umum Desain Industri per permohonan Rp  100.000,00
12, Permohonan dokumen priuritas desain ndustri per permohonan Rp  100.000,00
13.  Permintaan salinan sertifikat desain industri per permohonan Rp  160.000.00
14, Pencatatan pengalihan hak desain industri:
a.  usaha kecil per permohonan Rp  200.000,00
b.  non usaha kecil per permohonan Rp  400.000,00
15. Pencatatan surat perjanjian lisensi desain industri per permohonan Rp  250.000.00
16, Perubahan nama dan atau alamat desain industri:
a.  usaha kecil per permohonan Rp  100.000,00
b.  non usaha kecil per permohonan Rp  150.000,00
17.  Pembatalan desain industriz: |
a.  usaha kecil per permohonan Tidak dipungut
b.  non usaha kecil per permohonan Rp  200.000,00
18, Permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu:
a. usaha kecil per permohonan Rp  400.000,00
b.  non usaha kecii per permohonan Rp  700.000,00
19. Fermintaan petikan daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu per permohonan Rp  200.000,00
20. Permintaan salinan sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu:
a. usaha kecil per permohonan Rp  100.000,00
b. non usaha kecil per permohonan Rp  200.000,00
21, Pencatatan pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu:
a. usaha kecil per permohonan Rp  250.000,00
b. non usaha ecil per permohonan Rp 500.000,00
72, Pencatatan pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu: [
a. usaha kecil per permohonan 1\ Rp 15000000
b.  non usaha kecil : per permohonan | Rp  250.000,00
23, Perubahan nama dan atau alamat desain tata letak sirkuit terpadu:
a.  usaha kecil per permohonan Rp  150.000,00
b.  non usaha kecil per permohonan | Rp  250.000,00

24, Pembatalan desain tata letak sirkuit terpadu: |
a.  usaha kecil
b.  non usaha kecil

per permohonan
per permohonan

Tidak dipungut
Rp  200.000,60




JENIS BIAYA - SATUAN TARIF
PATEN
1. Permintaan :
a. _ Permintaan paten per permintaan Rp  575.000,00
b. _ Permintaan paten sederhana per permintaan Rp  125.000,00
2. Pemeriksaan substantif
a.  Permintaan paten:
1) profit per permintaan Rp 2.000.000,00
2)  non profit per permintaan Rp  900.000,00
b.  Permintaan paten sederhana per permintaan Rp  350.000,00
3.  Tambahan biaya setiap klaim per permintaan Rp 40.000,00
4. Perubahan jenis permintaan paten per permintaan Rp  450.000,00
5.  Permintaan banding per permintaan Rp 3000.000,00
6.  Permintaan surat keterangan penemu terdaftar: -
a.  poofit per permintaan Rp 1.000.000,00
b.  non profit per permintaan Rp  450.000,00
7. Permintaan surat bukti hak prioritas per permintaan Rp 75.000,00
8.  Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh contoh jasad renik per permintaan Rp  100.000,00
9.  Perminisan pencatatan pengalihan permintaan paten per permintaan Rp  100.000,00
1C.  Permintaan pencatatan pengalihan paten per paten Rp  150.000,00
1. Permint2an pencatatan perubahan data pemohon ner permintaan Rp  100.000,00
12. Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten per paten Rp  150.000,00
13. Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisens' wajib per permintaan Rp 1.000.000,00
14  Pendaftaran konsultan HaKl per permintaan Rp 5.000.000,00
15. Permintaan petikan daftar umum paten per permintaan Rp 60.000,00
16. Permintaan salinan dokumen paten per lembar Rp 5.000,00
17. Biaya penelusuran:
a. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di dalam negeri per subyek Rp  150.000,00
b. Permintaan atas penelusuran paten yang diumumkan di luar negeri per subyek US $ 100.00
18. Biaya tahunan pemeliharaan paten (tidak termasuk paten sederhana):
a. Tahun ke-1 (tahun pertama setelah tanggal penerimaan permintaan
paien) :
1) Dasar per paten Rp  700.000,00
i 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp 50.000,00
b. Tahun ke -2 (tahun kedua setelah tanggal penerimaan permi:taan
paten) :
1) Lasar per paten Rp  700.000,00
2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  50.000,00
¢ Tahun ke -3 (tahun ketiga setelah tanggal penerimaan permintaan
paten) :
1) Dasar per paten Rp  700.000,00
2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  50.000,00
d. Tahun ke -4 (tahun keempat setelah tanggal penerimaan permintaan
paten) :
1) Dasar per paten Rp 1.000.000,00
2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  100.000,00
e. Tahun ke -5 (tahun kelima setelzh tanggal penerimaan permintaan
paten) :
1) Dasar per paten | Rp 1.000.000,00
2) Tambahan tiap klaim per paten | Rp  100.000,00
f. Tahun ke -6 (tahun keenam setelah tanggal penerimaan permintaan
paten) :
1) Dasar per paten Rp 1.500.000,00
2) Tambahan tiap klaim . per paten Rp  150.000,00 |
g. Tahun ke-7 (tahun ketujuh setelah tanggal penerimaan permintaan
paten):
1) Dasar per paten Kp 2.000.000,00
2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  200.000,00




JENIS BIAA SATUAN TARIF
PATEN
h. Tahun ke-8 ( tahun kedelapan setelah tanggd penerimaan
permintaan paten) :
1) Dasar per paten Rp 2.000.000,00
2) Tambahan tiap klaim per paten Rn  200.00C,00
 Tahun ke-9 (tahun kesembilan setelah tanggal penerimaan
permintaan paten) :
| 1) Dasar per paten Rp 2.500.000,00
2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  250.000,00
j. Tahun ke 10( tahun kesepuluh setelah tanggal penerimaan
permintaan paten :
| 1) Dasar per paten Rp 3.500.000,00
2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  250.000,00
K. Tahun ke-11 (tahun kesebelas setelah tanggal penerimaan
permintaan paten) :
1) Dasar per paten [ Rp 5.000.000.00
2) Tambahan tiap klaim per paten | Rp  250.000,00
I. Tahun ke-12 (tahun kedua belas setelah tanggal penerimaan
permintaan paten):
1) Dasar per paten Rp 5.000.002,00_ |
2) Tambahan tiap klaim per paten fp  250.000,00
m. Tahun ke-13 (tahun ketiga belas setelah tanggal penerimaan
permintaan paten) :
1) Dasar per paten Kp 5.000.000.00
2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  250.000,00
n. Tahun ke-14 (tahun keempat belas <telah tanggal penerimaan
permintaan paten) :
1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00
2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  250.000,00
5. Tahun ke-15 (tahun kelima belas setelah tanggal penerimaan
permintaan paten) :
| 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00
[ 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  250.000,00
I p. Tahun ke-16 (tahun keenam belas setelah tanggal penerimaan
permintaan paten] .
1) Dasar per paten Rp 5.000.500,00
2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  250.020,00
q. Tahun ke-17 (tahun ketujuh belas sctelah tanggal penerimaan
permintaan paten) :
1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00
2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  250.000,00 |
‘ «_Tahun ke -18 (tahun kedelapan belas setelah tanggal penerimaan
\ permintaan paten) :
i 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00
L 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp . 250.000,00
| < Tahun ke-19 (tahun kesembilan belas setelah tanggal penerimaan
I permintaan paten) :
| 1) Dasar per paten Rp 5.000.000,00
o 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  250.000.00
! L Tahun ke-20 (tahun kedua puluh setetah tanggal penerimaan
! " permintaan paten) :
1) Dasar per paten T Rp 5.000.000,00
| 2) Tambahan tiap klaim per paten Rp  250.000,00
[ 19. Denda keterlambatan atas pembayaran biaya tahunan pemeliharaan paten per paten 2% per bulan dari

i (tidak termasuk paten sederhana)

|
|

kewajiban yang
narus dibayar

| 20. Biayu administrasi permintaan paten melalui Faten Cocperation Treaty
(PCT)

Per permintaan lRp 500.000,00




- P ATEN
(Unqang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

wenimbang - . . -
_.,cnbahvggsejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian2 internasional,
ngan teknologi, industri, dan perdagangan yeng semakin pesat,
diperlukan adanya Undang-undang Paten yang dapat memberikan
perlindungan yang wajar bagi Inventor; N
- bahwa hal tersebut pada butir 2 juga diperlukan dalam rangka
menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan
kepentingan masyarakat pada umumnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf 2
dan b serta memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-
undang Paten yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-
undang Paten yang baru menggantikan Undang-undang No. 6 Tzhun
1989 (BN No. 4880 hal 78-128) tentang Paten sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1997 (BN No. 6015 hal.
218-2783 dst) tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tzhun
1989 tentang Paten;

rtangingat ©

. I-‘gPasgal S ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-undang No. 7 Tehun 1994 (BN No. 5996 hal, 1B-58) ten-
tang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Crganisasi Perdagangan Dunia), (LN Tzhun
1994 No. 57, TLN No. 3564);

Cengan Persetujuan
CEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN
BAB[
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.~

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Paten adalah hak eksKlusif yang diberikan ofeh Negara képada Inventor
atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa
produk atau proses, atau penyempumaan dan pengembangan produk
atau proses. . . g

3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang

secara bersama-sama melaksanzkan ide yang dituangkan ke dalam

kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permchonan Paten.

Permchonan adalah permohenan Paten yang diajukan kepada Direk-

. torat Jenderal.

> Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang
menerima hak tersebut dari perilik Paten atau pihak lain yang menerima
lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

. Kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

} Pemeriksa adalah seseorang yang karena keahliannya diangkat dengan
K_eputusan Menteri sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Paten dan
ditugasi untuk melakukan pemeriksaan subtantif terhadap Permohonan.

.. Menter? adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah
satu tugas yarg tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak
Kekayaan Intelektual, termasuk Paten,

0. Direktorat Jenderal adalah Dirextorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

1. Tanggal Penerimaan adalah tanggoal penerimaan Permohonan yang telah

., Mmemenuhi persyaratan administratf, .

2. Hak Prioritas adalah hak PFemohon untuk mengajukan Permohonan yang
berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the pro-

lisiness News 6655/27-8-2C" -

tection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World
Trade Organization untuk memperoleh perigakuan bahwa tanggal
penerimaan di negara asal merupakan tanggal pricritas di negara tujuan
yang juga anggota salah satu dar kedua perjanjian itu selama pengajuan
tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan
Paris Convention tersebut.

13. iisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak
iain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat
ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu
dan syerat tertentu.

14. wari adalah hari kerja.

BABII
LINGKUP PATEN
Bagian Pertama
Invensi yang Dapat Diberi Paten
Pasal 2

(1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru mengandung langkah inventif
senta dapat diterapkan dalam industri.

(2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi
seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan
hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

(3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupzkan hal yang tidak dapat diduga
sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada
pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan
permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak
Prioritas.

Pasal 3

(1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi
tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di
luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan,
atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk
melaksanakan Invensi tersebut sebelum :

a. Tanggal Penerimaan; atau

* b. tanggal prioritas.

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di IndoneSia
yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang
pemeriksaan cubtantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan
tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas
Permohonan.

Pasal 4

(1) Suatu Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu

paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan;

a. Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran in-
ternasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui
sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang
resmi atau diakui sebagai resmi; :

b. Invensitersebut telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam
rangka percobazan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.
Invensi juga tidak dianggap telsh diumumkan apabiia dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada pthak
lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk

menjaga kerahasian Invensi tersebut.

(2

~—

Pasal § .
' Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut
dapat dilaksanakan” dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam

Permohonan.

Pasal 6
Setiap Invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempun-
yai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi,
atau komponennya dapat memperoleh perindungan hukum dalam bentuk
Paten Sederhana.



) C pasalz 7
paten tidak diberikan untuk Invensi tentang : .-

atau produk yang pengumuman dan pengguna;r; tau pelak-

peraky, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

pde pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahaan

yeng diterapkan terhadap manusia danfatau hewan; . .

¢ tecridan metode di bidang iimu pengetahuan dan maternatika; atau

4. i semsa makhiuk hidup, kecuali jasad renik;

ii. proses biologis yang esensial untuk m uksi tanaman atau
hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiclogis..

b.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Paten
Pasal

. - 8
(1) Paten ‘diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka wakiu itu tidak dapat
diperpanjang. .
2 Tanggal mulai dan terakhimya jangka waktu hak Paten dicatat ‘dan
diumumkan. ’

‘Pasal 9
Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tzhun
terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat

diperpanjang.

Bagian Ketiga
Subjek Paten
Pasal 10 o
(1) Yeng berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima
lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
) Jika suatu Invensi dihasitkan oleh beberapa orang secara bersama-sama,
hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inven-
tor yang bersangkutan.

Pasal 11
Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai Inventor adalah
seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai
Inventor dalam Permohonan.

Pasal 12

(1) Pihakyang berhak memperoleh Paten atau suatu Invensi yang dihasilkan
dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan
tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayet (1) juga berlaku terhadap
Invensi yang dihasiikan baik oleh karyawan maupun pekerja yang
menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya
sekalipun perjanjian tersebut tidak menghanuskannya untuk menghasilkan
Invensi. :

(3) Inventor sebagaimana dimaksud_ Egda ayat (1) dan ayat (2) berhak
mendapatkan imbalan yang lay2 d
ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut.

(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan :

a. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;

b. persentase;

c. ggbungan antara jumiah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau
nus;

d. gabungan antar persentase dan hadizh atay bonus; atau

e. bentuk fain yang disepakati para pihak;

yang besamya ditetapkan oleh pihak2 yang bersangkutan.

(5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan
penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh
Pengadilan Niaga. ’

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

. vsama sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan
namanya dalam Sertifikat Paten.

Pasal 13

(1) Dengan tunduk kepada ketentuan2 lain dalam Undang-undang ini, pihak
yang melaksanakan suatu Invensi pada saat Invensi yang sama
dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan Invensi tersebut sebagai
pemakai terdahulu sekalipun terhadap Invensi yang samd tersebut
kemudian diberi Paten.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap
Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas. ~ - .

Pasal 14
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku
apabila pihak yang melaksanakan Invensi sebagai pemakal terdahulu
melakukannya dengan menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut
ggri uraian, gambar, atau keterangan lainnya dari Invensi yang dimohonkan
ten.
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. (1) Pihak yang melaksanakan suatu Jnvensi sebagaimana difnakstd dalam

engan memperhatikan manfaat *

Y - . - - g

Pasal 15 .~

7 v 'pasal .13 hanya dapat diakui sebagai pematal terdahulu’apabila setelah

P aannya bertentangan-dengan peraturan perundang-undangan yang= -~ diberlkan Paten térhadap Invensi yang sama, fa mengajukan permohonan

- untuk itu kepada Direktorat Jenderal.

" (2) Permohonan pengakuan sebagai pemakai terdahulu wajib disertai bukti

bahwa pelaksanaan Invensi tersebut tidak dilakukan dengan
menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan lainnya dari
Invensi yang dimohonkan Paten.

(3) Pengakuan sebagai pemakai terdahuiu diberikan oleh Direktorat Jenderal
g_alam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu dengan membayar

iaya.

(4) Suratketerangan pemakai terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan
dengan saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut.

(5) Tatacaz= untuk memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan
Peraturen Pemerintzh. .

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemegang Paten
Pasal

16

(1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang
dimilikinya ¢an melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengim-
por, menyewakan, menyerahkan, 2tau menyediakan untuk dijual atau
disewakan atau diserahkan procuk yang diberi Paten;

b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi
Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana
dimaksud datam hunuf a.

(2) Dalam hal Paten-proses, farangan terhadap pihak lain yang tanpa
persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud, pada ayat (1)
hanya berlaku terhadap imgor produk yang semata-mata dihasilkan dari
penggunaan Paten-proses yang dimilikinya.

(3) Dikecuatikan dari ketertuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

Pasal 17

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), Pemegang
Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi
Paten di Indonesia.

(2) Oikecwalilan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut hanya layak
dilakukan secara regional.

(3) Pengecuslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disetujui
oleh Direktorat Jenderal apabila Pemegang paten telah mengajukan
permohonan tertulis dengan disertai alasan dan bukti yang diberikan
oleh instansi yang berwenang. .

(4) Syarst-syarat mengenai pengecualian dan tata-cara pengajuanr
permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturen Pemerintah. .

pasal 18 A
Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya Paten dan pencata-
tan lisensi, Pemegang Paten atau penerima lisensi suatu Paten wajib membayar
biaya tahunan

Bagian Kelima
Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Paten
Pasal 19

Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk
membuat produk yang bersangkutan telah ditindungi Paten yang berdasarkan
Undang-undang ini, Pemegang Paten-proses yang bersangkutan berhak atas
dasar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) melakukan upaya hukum terhadap
produk yang diimpor apabita produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan
menggunakan proses yang dilindungi Paten.

BAB III
PERMOHONAN PATEN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 20
Paten diberikan atas dasar Permchonan.
Pasal 21
Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau
beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi.

’ Pasal 22
il Permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktors'
Jendral.




e emer e o -Pesal B, Shes soannimesimiim 2
apabila permohonan’ diajukan oleh-Eemohon yang bulan Inventor,
sermohonan tersebut harus disertai pemyataan yang dilengkapi bukti

y2ng cukup bahwa ia berhak atas Invensi yang bersangkutan.. ~*
) Igventor dapat menelitj surat Permohonan yang diajukan oleh Pemochon
! ang bukan Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas

biayanyd sendiri dapat meminta salir_lan dokumen Permchonan tersebut.

2y

Pasal 24 o
-y permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada
" Direktorat Jenderal. . o

« permohonan harus memuat:

' 4. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;

b, alamat lengkap dan alamat jelas Pemnohon;

¢. nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;

4. namadan alamat lengkap Kuasa apahita Permohonan diajukan melalui
Kuasa;

¢. surat kuasa khusus, dalzm hal Permchonan diajukan oleh Kuasa;

f pemyataan permohonan untuk dapat dibeni Paten;

5. judul Invensi; ’

h. Kaim yang terkandung dalam Invensi;

i, deskripsi tentang [nvensi, yang secare lengkap menwat keterangan
tentang cara melaksanakan Invensi,

i. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk
memperjelas Invensi; dan

k. abstrak Invensi.

Ketentuan lebih lanjut tentang t2ia cara pengajuan Permcheran diatur

¢engan Peraturan Pemerintzh.

Bagizn Kedua
Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Pasal 25

"1} Permohonan dapat diajukan oleh Pemchon atau Kuasanya.

:7) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Konsultan Hak
Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal.

(3) Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasanya, Kuasa wajib menjaga
kerahasiaan Invensi dan seturuh dukumen Permohonan sampai dengan
tanggal diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

{%) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan
Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan
tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

{1) Permohonan yang diajukan oleh Inventor atau Pemohon yang tidak
bertempat tinggal -atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara
Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

{2) Inventor atau Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menyatakan dan memilih tempat tinggal atau kedudukan hukum di In-
donesia untuk kepentingan Permohonan tersebut.

Bagian Ketiga
Permohonan dengan Hak Prioritas
pasal 27

{1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sehagaimana diatur
dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property harus diajukan
paling lama 12 (dua helas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan
permohonan Paten yang pertama kali diterima di negara mana pun yang
juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota
Agreement Establishing the Werld Trade Organization.

(2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang ini
mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Permohonan,
Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) waijib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas)
bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

(3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
gipenuhi, permohonan tidak dapat diajukan dengan menggunakan Hak

rioritas.

Pasal 28
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 beriaku secara mutatis
mutandis terhadap Permohonan yang menggunakan Hak Prioritas.
,(2) Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permbhonan yang diajukan
dengan menggunakan Hak Prioritas tersebut dilengkapi:

a. salinan sah surat-surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan
supstantif yang dilakukan terhadap permohonan Paten yang pertama
kali di luar negeri;

b. salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan
permohonan Paten yang pertama kati di luar negeri;

¢. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permchonan Paten
{,an% pelrtla;ma kali di luar negeri bilamana permohonan Paten terse-

ut ditolak;
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d. salinan sah pembatalan: Paten yang hersangkutan yang
; msspemah-dikeluarkan di:luartnegeri-bilamana-Paten- tersebut. peraly: )
vide GbAtAIKAN; paiuy -1 3i it €L et T LU SLrne st ulss e
e. dokumen lain yang diperiukan untuk mempermudah penilaian bahwa
.:.Invensi yang dimintzkan Paten memang -merupakan Invensi.baru."
dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan -
dalam industri. | .- i e nas L e et e
(3) Penyampaian salinan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada
gwt g) dapat disertai tambahan penjelasan secara -terpisah oleh

te e

S T T paigg L
*-Ketantuan lebih lanjut mengenai permohanan bukti Hak Prioritas
dari Direktorat Jerderal dan Permohanan yang diajukan dengan Hak Prioritas

_ diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Keempat = - |
Waktu Penerimaan Permchonan
Pasal 30 '

(1) Tanggal Penerimaan adalah tanggal Direktorat Jenderal menerima surat

Permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf 2, huruf b, huruf f, huruf b,

dan huruf i, serta hunuf j jika Permohonan tersebut dilampiri gambar,

serta setelah dibayamya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Dalam hal deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)

huruf h dan huruf i ditulis dalam bahasa Inggris, deskripsi tersebut harus -

dilengkapi dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan harus
disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penerimaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak diserahkan dalam
jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Permohonan tersebut dianggap ditarik kembali.

(4) Tanggal Penerimaan dicatat oleh Direktorat Jenderal

2

~

Pasal 31
Dalam hal terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2), Tanggal Penerimaan adalah tanggal
diterimanya seluruh persyaratan minimum tersebut oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 32

(1) Apabila ternyata syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
telah dipenuhi, tetapi ketentuan-ketentuan lain dalam Pasai 24 belum
dipenuhi, Direktorat Jendesal merminta agar kelengkapan tersebut dipenuhi
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman permintaan
pemenuhan seluruh persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal.

(2) Berdasarkan alasanyang disetujui oleh Direktorat Jenderal, jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang pating lama 2
(dua) bulan atas permintaan Pemohon. .

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang
paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhimya jangka waktu tersebut
dengan ketentuan bahwa Pemaohon dikenai biaya.

Pasal 33 1 :
Apabila selurch persyaratan dengan batas jangka waktu seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal
memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan
dianggap ditarik kembali.

Pasal 34 .

(1) Apabila untuk satu Invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu
Permohonan oleh Pemohon yang berbeda, Permohonan yang diajukan
pertama yang dapat diterima.

(2) Apabila beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan pada tanggal yang sama, Direktorat
Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada para Pemohon untuk
berunding guna memutuskan Permohonan mana yang diajukan dan
menyampaikan hasil keputusan itu kepada Direktorat Jenderal paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan
tersebut. .

(3) Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara para
Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan atau hasil
perundingan tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal dalam waktu
yang ditentukan pada ayat (2), Permohonan .itu ditolak dan Direktorat
Jenderal membentahulan akan tersebut secara tertulis kepada para
Pemohon. -

Bagian Kelima
Perubahan Permchonan
Pasal 35
Permohonan dapat diubah dengan cara mengubah deskripsi dan/
atau Klaim dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut tidak memperluas
Lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan semula.



Pasal36 - -~ oo

) pemohon dapat mengajulan pemecahan Permohonan semula apabila
suaty Permohonan terdiri atas beberapa Invensi yang tidak merupakan
catu kesatuan Invensi'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

I permohonan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

*" diajukan secard terpisah dalam satu Permohonan atau lebih dengan
ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimohonkan dalam setiap

onan tersebut tidak memperluas lingkup perfindungan yang telah
diajukan dalam Permohonan semula. .

o) permohonan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayet (1) dapat
diajukan paling lama sebelum Permohonan semula tersebut diberi
keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) atau Pasal
56 ayat (1). L '

) PcrmY:honar. pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

{2), yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 dan Pasal 24, dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan

*Tanggal Penerimaan semula. . . ' ’

Dalam hal Pemohon tidak mengajukan Permohonan pemecahan dalam

patas waktls sebagzimana Emaksud pada ayat (3), pemeriksaan substantf

atas Permohcnan hanya dilakukan terhadap Invensi sebagaimana
dinyatakan dalam urutan Ki2im yang pertama dalam Permohonan semula.

-

(

Pasal 37
Permohonan dapat diubah dari Paten menjadi Paten Sederhana
-3u sebaliknya oleh Pemohon dengan tetap memperhatikan ketentuan daia
_ndang-ungang ini.

Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dergan Keputusan Presiden.

Bagian Keenam
Penariken Kembali Permohonan
Pasal 39
{:) Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon dengan mengajukannya
secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penarikan kembali Permohonan diatur
dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketujuh
Larangan Mengajukan Permohonan dan
Kewajiban Menjaga Kerahasian
Pasal 40

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah
pensiun ateu sesudah berhenti karéna alasan apa pun dari Direktorat Jenderal,
pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk
dan atas nama Direktorat Jenderal, dilarang mengajukan Permohonan,
memperoleh Paten, atau dengan cara.apapun memperoleh hak atau
memegang hak yang berkaitan dengan Paten, kecuali apabila pemilikan Paten
#tu diperoleh karena pewarisan.

Pasal 41
Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh aparat Direktorat
Jenderal atau orang yang karena tugasnya terkait dengan tugas Direktorat
Jenderal wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen
Permohonan sampai dengan tanggal diumumkannya Permohonan yang
bersa_mgkutan.

BaB Iv
PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
Bagian Pertama
‘ Pengumuman Permohonan

Pasal 42

(1) Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi

ketentuan Pasal 24.

(2) Pengumuman dilakukan :

a. dalam hal Paten, segera setelah 18 (delapan beles) bulan sejak
Tanggal Penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan
sejak tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak
Prioritas; atau

b. dalam hal Paten Sederhana, segera setelah 3 (tiga) bulan sejak
Tanggal Penerimaan.

{3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat
dilakukan lebih awal atas permintaan Pemohon dengan dikenai biaya.

Pasal 43
{1) Pengumuman dilakukan dengan :
a. menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara
berkala oleh Direktorat Jenderal: danfatau

Business News 6655/27-8-2001

b. menempatkannya pada sarana khusus ’wugldisediakan oleh Direk-.
torat Jenderal yang dengan” mudah’serta jelas-dapat dilihat cleh
N A L -

masyerakat. : : --
(2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan_dicatat oleh Direktorat
Jenderal. h BT
- . Pasal 44~
(1) Pengumuman dilaksanakan selama
a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan
Paten. .
b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan
Paten Sederhana. ’
(2) Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

a. nama dan kewarganegaraan Inventor;

b. nama dan alamat lengkap Pemchen dan Kuasa apabila Permohonan

diajukan melalui Kuasa;

¢. judul Invensi;

d. Tanggal Penerimaan; dalam hal Permohcnan diajukan dengan Hak
Prioritas, tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat Permohonan
yang pertama kali diajukan;
abstrek;
klasiikasi Invensi;
gambar, jiva ada;
nemor pengumuman; dan
norror Permohonan

SEFe o

Pasal 45

(3) Setiap pihak dapat melihat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 dan dapat mengajukan secara tertulis pandangan dan/atau
keberatannya atas Permohonan yang bersangkutan dengan
mencantumkan alasannya.

(2) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal segera mengirimkan salinan
surat yang berisikan pandangan danfatau keberatan tersebut kepada
Pemohon.

(3) Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan
terhadzp pandangan danfatau keberatan tersebut kepada Direktorat
Jenderal.

(4) Direktorat Jenderal menggunakan pandangan dan/atau keberatan,
sanggahan, dan atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3) sebagai tambzhan bahan pertimbangan dalam tahap
pemeriksaan substantif.

Pasal 46

Setelah berkonsultasi dengan instansi Pemerintah yang tugas dan
wewenangnya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negars,
apabila diperiukan, Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dapat
menetapkan untuk tidak mengumumkan Permohonan apabila menurut
pertimbangannya, pengumuman Invensi tersebut diperkiralan akan dapat
mengganggu atau bertentangan dengan kepe;ntingan pertahanan
keamanan Negara. . :

(2) Ketetapan untuk tidak mengumumkan Permohonan sebagatmana
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat
Jenderal kepada Pemohon atau Kuasanya.

(3) Konsultasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), termasuk penyampaian informasi mengenai Invensi yang
dimohonkan yang kemudian berakhir dengan ketetapan tidak
diumumkannya Permohonan, tidak dianggap sebagai pelanggaran
kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 dan Pasal 41.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mewajibkan
instansi Pemerintah yang bersangkutan beserta aparatnya untuk tetap
menjaga kerahasian Invensi dan dokumen Permohonan yang
dikonsultasikan kepadanya terhadap pihak ketiga.

(1

~

Pasal 47
(1) Terhadap Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 dilakukan pemeriksaan substantif setelah 6 (enam) bulan
sejak tanggal penetapan Direktorat Jenderal mengenai tidak
diumumkannya Permohonan yang bersangkutan. -
(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai
biaya. .
Bagian Kedua - "%
Pemeriksaan Substantif
Pasal 48 .
(1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada
Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.
(2) Tata cara dan syarat-syarat permohonan pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Presiden.



; y Pasal 49

i, permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

b ggayat (1) diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung

' ogejak Tanggal Penerimaan. -~ ", o

bila permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau biaya untuk itu tidak

#ibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.

. pirektorat Jenderal memberitahukan secara tertulis Permohonan yang
&anggap ditarik kembali sebagaimdna dimaksud pada ayet (2) kepada
2emohon atau Kuasanya. ] ‘

. spabila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengurnuman yang
":maksud dalam Pasal 43 ayat (1), pemeriksaan ity dilakukan seteleh
-erakhimya jangka waktu pengumuman.

:satila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimena dimaksud paca
[+ 11 diajukan seteizh berakhirnya jangka waikiu oengumy
seud galany nasai = ayat (1), pemeriksaan cuogansf ¢ :
ditetimanya permohicnan pemeriksaan susstantd te-sesul.

.

Lenav e

<anggat

Pasal 50

. uatuk keperluan pemeriksaan substantif, Direkzorat Jencerai
“eminta bantuan ahii dan/atau menggunakan fasiitas yzne diperivkan
cari instansi Pemerintah terkait atau Pemeriksa Paten ¢ari £2ntor Faien
=egare lain.
sanggunaan bantuzn ahli, fasilitas atau, Pemerivsa Paizn gari Kanior
paten negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tezzo diiakuxan
ceéngan memperhatikan ketentuan mengenz ¥ewajidan i menjacs
.arahasiazn sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 43 dan Fzs2i 41

gapet

Pasal 51

. Femeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemenisa.

- pemeriksa pada Direktorat Jenderal berkedudiurun
fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh lienteri
perundang-undangan yang beriaku.

- vepada Pemeriksa sebagaimana Gimaksud pada a2t (2) dinen<an jenis”
4an tunjangan fungsicnal di samping hak-hzi; i2innya sasu2i £2ncas
ceraturan perundang-undagan yang beslaky.

secagz2i pejabat
sesuai dengan

Pasai 52
apzbila Pemeriks2 meiaporkan bahwa Invens vang giming2kan
erdapat ketidakjelasan atau kekurangan lain vang diil
Cirektorat jenderal mamberitahukan secard temyis adanya kel darie.es
atzu kekuranigan tersetut kepada Pemohon atewy Kuasanya guna mel
tanggapan atau kelengxapan 2tas kekurangan 270Ut
:. Pemberitanuan sebagaimana dimaksud pada 2yat (1) harus jeias can
finci serta mencanturmkan hal yang dinilai tidak jelas atau kekurangan
lain yang dinilai penting dengan disertai alasan dan acuan y22g digunaxan
dalam pemeriksaan substantif, berikut jangka waktu perenuhannya.

Pasai 53

Apabila setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud daiam
. 92531 52 ayat (1) Pemohon tidak memberikan.tznggapan, atau tdak memenuhi
‘ «iengkapan persyaratan, atau tidak melakukan perbaikan terhadap
Permohonan yang telah diajukannya dalam waktu yang telah ditentukan
Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2),
sermohonan tersebut dianggap ditarik kembali dan diberitzhukan secara
tertulis kepada Pemohon.

Bagian Ketiga
Persetujuan a%au Penolakan Permohonan
Pasal 54
Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk
menyetujui atau menolak Permohanan:

a. Paten, paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 48 atau terhitung sejak berakhimya jangka waktu
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) apabitz
permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum berakhimya jangka waktu
pengumuman tersebut.

b Paten Sederhana, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal
Penerimaan.

Pasal 55
Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa
menyimpulkan bahwa Invensi tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasa!
2, Pasal 3, Pasal 5. dan ketentuan tain dalam Undang-undang ini,
Direlcorat Jenderal memberikan Sertifikat Paten kepada Pemohon atau
Kuasanya. :
(2) Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa
menyimpuikan bahwa Invensi tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal
3, Pasal 5, Pasal 6, dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini,
Direktorat Jenderal memberikan Sertifikat Paten Sederhana kepada
Pemohon atau Kuasanya.

]
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Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang
berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara. - -

Direktorat Jenderal dapat memberikan safinan dokismen Paten kepada
pihak yang memeriukannya dengan thembayar biaya, kecuali Paten yang
tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

" Pasal 56 :
Apabila hasil pemeriksaan substantif yang dilaporkan oleh Pemeriksa

*menunjukkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal S, Pasal
6, Pasa! 35, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), atau yang dikecualivan
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7, Direktorat Jenderal menclak
Permohonan tersebut dan memberitahukan penolakan itu secara tertulis
kepada Pemohon atau Kuasanya.

Ciraktorat jendera! juga dapat menolak Permohonan yang dipecan jixa
semecanan tersebul memperiuas lingkup Invensi atau Giajukan setzizh
- zumu'sebagaimane dimaksud galam Pasel 3% gvat (2) e

=2
semariksaan substantif yang dilakekan oieh Femariisa
niuvkan Sahwa [nvensi yang dimohonkan Paten tidsk memenuhi
.cuan dalam Pasal 36 ayat (2), Direktorat Jenderel menolzk sebagian
rroncnzn tersetut dan memberitahukannya secara tertulis kesada
r.on 3l2y Kuasanya. L
cembaritahuan penolakan Permohonan harus cengan jelas
amsumvan zlasan dan pertimbangan yang menjagi dasar pensta-
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Pasal 57
< 21 mierspakan bukti hak atas Paten.
—=¢ cenclzkan dicatat oleh Direktorat Jenderal.

. Pasal 58
£asan ~ulai berlaku pada tanggal diberikan Sertifixat Paten Gan
Tanggal Penerimaan.

Pasal 59
2 D lan)ut mengensi pamoeran Sertfikat Faten,
van lain mengenai pencatatan serts Fermohonan satinan

oty
Teriud

Bagizn Keempat
Permohonan Banding
Pasal 6C
Parrmononar. oanding dapat diajukan terhadap nenglakan Permohenan
yang berkait2n dengan alasan dan dasar pertimbangan menganai hal-
hal yang hersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(1) atau Pasal 36 ayat (3).
permohonar tanding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau
Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disam-
paikan kepada Direktorat Jenderal.
Permononan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap
keberat2n serta alasannya terhadap penolakan Permohonan sebagai hasil
pemeriksaan substantif.
Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak merupakan alasan
atau penjelasan baru sehingga memperluas lingkup Invensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35. :
Pasal 61
Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap
diterima cleh Pemchon.
Dalam hal penolakan Permohonan telah dianggap diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (2). Direktorat Jenderal mencatat dan
mengumumkannya.

Pasal 62

Banding mulai diperiksa cleh Komisi Banding paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerimaan permohonan banding.

Keputusan Komisi Banding ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan
terhit(ung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Dalam hkal Xomisi Banding menerima dan menyetuji permohonan
banding, Direktorat Jenderal wajib melaksanakan keputusan Xomisi

.Banding.

Dalam ha! Kemisi Banding menolak permchonan banding, Pemohon atau
Kuasanya dapat mengajukan gugatan ates keputusan tersebut ke
Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) butan terhitung sejak
tangga! diterimanya keputusan penolakan tersebut.

Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
hanya dapat diajukan kasasi."



' " Pasalé3 " S
Tata cara permohonan, iksaan, serta penyelesaian banding
ot lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

_Bagian Kelima
Komisi Banding Paten
Pasal 64
.1 Komosi Banding Paten adzlah badan khusus yang independen dan berada
" di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual.
3 Komisi Banding Paten terdiri atas seorang ketua merengkap anggota,
* georang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang tgrdm atas
. peberapa ahli di bidang yang diperlukan serta Pemeriksa senior.

1 Anggota Komisi Banding Paten sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
" diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga)

zhun.
2 :(‘etua dan wakil ketua digitih dari dar oleh pare anggota Komisi 8anding

paten. .
2y Untuk memeriksa permohonan banding, Kemisi Banding Paten
* membentuk majelis yang berjumiah ganjil sekureng-kurengnya 3 (tiga)

orang, satu ciantarenya adaleh seorang Pemerivs2 senior yeng tidak

melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permiohonan.

Pasal 65
Susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi 82nding Faten diatur
.iuh lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
SERGALIRAN DAN LISZHNSE PATEN
Bagian Pertama

Pengalihan
Pasal 66
#1) Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian
karena ©
a. pewarisan;
b. hibah;
¢. wasiat;

d. perjanjian tertulis; atau
e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

{2) Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b, dan huruf ¢, harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang
“berkaitan dengan Paten itu.

{3) Segala bentuk pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.

(4) Pengalihan Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal ini tidak sah
dan batal demi hukum.

* (5) Syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Presiden.

Pasal 67
(1) Kecuali dalam hal pewarisan, hak sebagai pemakai terdahuly sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat dialihkan. .
(2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan
diumumkan dengan dikenai biaya. ’

Pasal 68 .
" Pengalihan hak tidak menghapus hak inventor -untuk tetap
dicanturmkan nama dan identitasnya dalam Paten yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Lisensi
Pasal 69

(1) Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Kecuali jika diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku
untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 70
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Paten tetap boleh
melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada Pihak ketiga lainnya
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 71 .

(1) Perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung mapun
tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau
memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia
dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan
yang berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnye.

(2) Permohonan pencatatan perjanjian Usensi yang memuat ketentuan
f;ebggaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditolak oleh Direktorat

enderal.
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. ‘ Pasal 72 . y P
1) Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan.dengan dikenai biaya.
2) Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatat di Direktorat Jenderal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Usensi tersebut tidak

mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

" pasal 73
Kesentuan lebih lanjut mengenai perjanjian Lisensi diatur dengan
Peraturan Femerintah.

Bagian Ketiga
Lisensi-Wajib
Pasal 74
Lisansi-wajib adalah Lisensi untuk melaksanakan Paten yang
dikerikan he-asarkan keputusan Direktorat Jenderal atas dasar permohonan.

pasal 75

{3} Setiac < nak dapat mengajukan permohonan lisensi-wajib kepada

srel=az- Jenderal untuk melaksanaikan Paten yang bersangkutan setelah
3 waktu 35 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal
. Paten dengan membayar biaya.
lisansi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
xan dengan alasan bahwa Paten yang bersangkutan tidak
n atzu dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh
aven.
~an lisensi-wajib dapat pula diajukan setiap sazt setelah Paten
a=as alasan bahwa Paten telah dilaksanakan cleh Pemegang
Cenerima Lisensi cdalam bentuk dan dengan cara yang
. kepantngan masyarakal.

Pasal 76
(1) Selain “ebenaran alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat
(2), lisznsi-wajib hanya dapat diberikan apabila :
non dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia :

1. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yang
carsangkutan secar penuh;

2. mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan Paten yang
sarsangkutan dengan secepatnya; dan :

3. tzizh berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu
vang cukup untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas
¢asar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi idak memperoleh
nasil; dan

b. Direlcorat Jenderal berpendapat bahwa Paten tersebut dapat
citzxsanakan di Indonesia dalam skala ekongomi yang layak dan dapat
mamberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

(2) Pemerixsaan atas permohonan lisensi-wajib dilakukan oleh Direktorat
Jender2! dengan mendengarkan pula pendapat dari instansi dan pihak-
pihak terkait, serta Pemegang Paten bersangkutan.

Lisensi-wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama daripada
jangka waktu perlidungan Paten. .

(@)

(3

~

Pasal 77

Apabila berdasarkan bukti serta pendapat sebagaimana dimak-
sud dalam Fasal 76 Direktorat Jenderal memgeroleh keyakinan bahwa jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) belum cukup bagi
Pemegang Faten untuk melaksanakannya secara komersial di Indonesia atau
dalam lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2),
Direktorat Jenderal dapat menunda keputusan pemberian lisensi-wajib
tersebut untuk sementara waktu atau menolaknya.

Pasal 78

(1) Pelaksanaan lisensi-wajib disertai pembayaran royalti oleh penerima
lisensi-wajib kepada Pemegang Paten. '

(2) Besarnya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya
ditetzpkan oleh Direktorat Jenderal.

(3) Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara
yang lazim digunakan dalam perjanjian Uisensi Paten atau perjanjian
lain yang sejenis. : .

Pasal 79

Keputusan Direktorat Jenderal mengenai pemberian lisensi-wajib, .
memuat hal-hal sebagai berikut
lisensi-wajib bersifat non-ekslusif.
alasan pemberian lisensi-wajib;
bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan
dasar pemberian lisensi-wajib; : . :
jangka waktu lisensi-wajib; . .
besarnya royalti yang harus dibayarkan penerima lisensi-wajib kepada
Pemegang Paten dan cara pembayarannya,
syarat berakhimya fisensi-wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
lisensi-wajib terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di
dalam negeri; dan
fain-lain yang diperiukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang
bel;sengkutan secara adil.

now

oo

F oo,

Pasal 80 ...cco....
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Mmdaal mencatat dan mengumumian pemberian fsensi-wajib.
_'w]sahéan"lisenéi-waﬁb dianggap sebagai pelaksanaan Paten: -
Pasal 81
- Keputusan pemberian fisensi-wajib dilakukan oleh Direktorat
al paling lama 90 (sembilan puluhy) hari sejak diajukannya permohonan
Sewajib yang bersangkutan. S

ooy late.

o

: Pasal 82 : .

, sensi-wajib dapat pula sewaktu-waktu dimintakan oleh Pemegang Paten

asalasan bahwa pelaksanaan Patennya tidak mungkin dapat dilakukan

.apa melanggar Paten lain yang telah ada. -

sxmohonan lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

ipat dipertimbangkan apabila Paten yang akan dilaksanakan benar-

Zriar mengandung unsur pembaharuan yang nyata-nyata lebih maju

“ari pada Paten yang telah ada tersebut.

“yam hal lisensi-wajib diajulan atas dasar alasan sebagaimana dimaksud

~ada ayat (1) dan ayat (2) : ) ] o

1. Pemegang Paten berhak untuk saling memberikan Lisensi untuk
menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang
wajar.

. per{ggunaan Paten oleh penerima Lisensi tidak dapat cialihkan kecuali
bila dialihkan bersama-sama dengan Paten lain.

ntuk pengajuan permohonan lisensi-wajib kepada Direktorat Jenderal

«bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan

.sb V Bagian Ketiga Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai

-ngka waktu pengajuan permohionan lisensi-wajib sebagaimana diatur

-lam Pasal 75 ayat (1). I

Pasal 83

was permohonan Pemegang Paten, Direktorat Jenderal dapat

-embatalkan keputusan pemberian lisensi-wajib sebagaimana dimak-

wd dalam Bab V Bagian Ketiga Undang-undang ini apabila:

",. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi-wajib tidak ada
lagi; c

». penerima lisensi-wajib temyata tidak melaksanakan lisensi-wajib
tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya
untuk segera melaksanakannya;

«. penerima lisensi-wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya
termasuk pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian
lisensi-wajib.

- sembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan

Svmumkan.

Pasal 84
palam hal lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktu yang
dtetapkan atau karena pembatalan, penerima lisensi-wajib menyerahkan
iembali fisensi yang diperolehnya.

. Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan lisensi-wajib yang telah’

berakhir.

Pasal 85 """~

Berakhimya lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83
p:Pasal 84 berakibat pulihnya hak Pemegang atas Paten yeng bersangkutan
Iaung sejak tanggal pencatatannya.

‘Pasal 86
lisensi-wajib tidak dapat diaflihkan, kecuali karena pewarisan.
tisensi-wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat oleh syarat
pemberiannya dan ketentuan lain terutama mengenai jangka waktu, dan
harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dan
diumumkan. -

Pasal 87
Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi-wajib diatur dengan
ran Perherintzh.

BAB VI
PEMBATALAN PATEN
Bagian Pertama
Batal Demi Hukum
. Pasal 88
Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak
bmenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang
ntukan dalam Undang-undang ini. * .

Pasal 89 .
Paten yang batat demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat
lenderal kepada Pemegang Paten serta penerima Lisensi dan mulai
beraku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.
ng dinyatakan batal dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 dicatat dan diumumkan.
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Bagian Kedua *
Batal atas Permohonan Pemegang Paten”” " © | - - 1
) . .. RIS -.' Pasal 90 e e D ;“.7_
(1) Patendapat dibataikan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau
sebagian atas permohonan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis
kepada Direktorat Jenderal. ) SToo e
(2) Pembatalan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara
tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatatan tersebut. - -
(3) Keputusan pembatzlan Paten diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat
Jenderal kepada penerima Lisensi.
(4) Keputusan pembatalan Paten karena alasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicatat dan diumumkan, .
(5) Pembatalan Patan berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan
Direktorat Jenderal mengenai pembatalan tersabut.

Bagian Ketiga
gatal Berdasarkan Gugatan
Pasal 91

(1) Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila:

a. Paten tersebut menunt ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;

b. Paten tersebut ¢ama cengan Paten lain yang telah diberikan kepada
pihak lain untuk Inversi yang sama berdasarkan Undang-undang ini;

¢. pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlang-
sungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan
kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak
tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal
pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-
wajib.

(2) Gugatan pembatzla karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hunuf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui
Pengadilan Niaga. ;

(3) Gugatan pembatzlan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hunuf b dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi
kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya
dibatalkan.

(4) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat
diajukan oleh jaksa terhadap Pemegang Paten atau penerima lisensi-
wajib kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 92
Jika gugatan pembatalan Paten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 hanya mengenai satu atau beberapa kKlaim atau bagian dari Klaim,
pembatalan dilakukan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat.

Pasal 93
(1) Isi putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan Paten disampaikan ke
Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan
diucapkan.
(2) Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan putusan tentang
pembatalan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 94

*

P

Tata cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bab XII Undang-

undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 91 dan Pasal 92.

Bagian Keempat
Akibat Pembatalan Paten
Pasal 95

Pembatzlan' Paten menghapuskan segala akibat hukum yang -

berkaitan dengan Paten dan hal-hal lain yang berasal dari Paten tersebut.

Pasal 96
Kecuali jika ditentukan fain dalam putusan Pengadilan Niaga, Paten
batal untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal Putusan pembatalan tersebut
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 97

(1) Penerima Lisensi dari Paten yang bibatalkan karena alasan sebagaimana
dimaksud datam Pasal 91 ayat (1) huruf b tetap berhak melaksanakan
Lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.

(2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib
meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan
kepada Pemegang Paten yang patennya dibatatkan, tetapi mengalihkan
pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya
kepada Femegang Paten yang berhak.

(3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus royalti dari
penerima Lisensi, Pemegang Paten tersebut wajib mengembalikan jumiah

royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan Lisensi kepada .

Pemegang Paten yang berhak.



- Pasal 98
Lisensi dari Paten yang dinyatakan batal oleh sebab-sebab sebagaimana
g dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b yang diperoleh dengan
baik, sebelum diajukan gugatan pembatalan atas Paten yang

* persangkutan, tetap berlaku terhadap Paten lain.:-- . .- o
« Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dengan
' getentuan bahwa penerima Lisensi tersebut untuk selanjutnya tetap wajib
membayar royalti kepada Pemegang Paten yang tidak dibatalkan, yang
pesarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan ‘sebelumnya kepada
pemegang Paten yang Patennya dibatalkan. . . .

. BABVII -
- PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
: .. Pasal99 :

.} Apabila pemerintah berpendapat bahwa suaty Paten di Indonesia sangat

' penting artinya bagi pertahanan keananan egara dan kebutuhan sangat
mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat
melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan.

y Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu Paten ditetapkan dengan
Keputusan Presiden setelah Presiden mendengarkan pertimbangan
Menteri dan menteri atau pimpinan instansi yang bertanggungjawab di
tidang terkait. )

]

Pasal 100
-} Ketentuan Pasal 99 berdaku secara mutat’s mutancis bagi Invensi yang
" gimohonkan Paten, tetapi tidak diumumkan seagaimana dimaksud dalam
pasal 46.

- Datam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud uniuk melaksanakan
sendiri Paten sebagaimana *maksud pada ayat (1), pelaksanaan Paten
serupa itu hanya dapat dilakukan dengan parsetujuan Pemerintah.

1) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud paca ayat (2) dibebaskan dari
kewaiban pembayaran biaya tahunan sampai cengan Paten tersebut dapat
dilaksanakan. ’

Pasal 101
1} Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanzakan suatu Paten yang penting
artinya bagi pertahanan keamanan Negara dan bagi kebutuhan sangat
mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintzh memberitahukan
secara tertulis hal tersebut kepada Pemegang Paten dengan
mencantumkan :
2. Paten yang dimaksudkan disertai nama Pemegang Paten dan nomor-
nya;

b. alasan;
¢. jangka waktu pelaksanaan;
d. hal-hal lain yang dipandang penting.

:2) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dilakukan dengan pemberian imbalan
yang wejar kepada Pemegang Paten.

. Pasal 102 :

11) Keputusan Pemerintah bahwa suatu, Paten akan dilaksanakan sendiri
oleh Pemerintah bersifat final.

. (2) Dalam hal Pemegang Paten tidak setuju terhadap besamya imbalan yang
ditetapkan oleh Pemerintah, ketidaksetujuan tersebut dapat diajukan
dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

{3) Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghentikan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Pasal 103
Tata cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
+PATEN SEDERHANA
- Pasal 104
Semua ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang ini beriaku
secara mutatis mutandis untuk Paten Sederhana, kecuali yang secara tegas
3dak berkaitan dengan Paten Sederhana. -

Pasal 105

!) Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu Invensi.

(2) Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana dapat
dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permchonan atau paling lama
6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan dengan dikenai biaya.

(3) Apabila permohonan pemeriksaan substartif tidak dilakukan dafam batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak
dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.

) Tgrhadap Permohonan Paten Sederhana, pemeriksaan substantif
dilakukan setelah berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b. .
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(5) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Direktorat Jenderal hanya
memeriksa. kebaruan !sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
“keterterapanriya dalam industri (/ndustrial applicability) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5. " o T e

. , . Pasal 106
(1) Paten Sederhana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal dicatat dan .
diumumkan, - .
(2) Sebagaibuldi hak, kepada Pemegang Paten Sederhana diberikan Sertifikat
Paten Sederhana.

Pasal 107 .
Paten Sederhana tidak dapat dimintakan lisensi-wajib.

Pasal 108
Ketentuan. lebih lanjut mengenai Paten Sederhana diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PERMOHONAN MELALUL PATENT COOPERATION TREATY
(TRAKTAT KERJA SAMA PATEN)
Pasal 109
(1) Permchonan dapat diajukan melalui Patent Cooperation Treaty. -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
ADMINISTRASI PATEN
Pasal 110
Penyelenggaraan administrasi Paten sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dengan
memperhatikan kewenangan instansi lair. sebagaimana diatur dalam Undang-
undang ini.

Pasal 111
Direktorat Jenderal menyelenggarakan dokumentasi dan pelaya-
nan informasi Paten dengan membentuk suatu sistem dokumentasi dan
jaringan informasi Paten yang bersifat nasional sehingga mampu menyediakan
informasi seluas mungkin kepada masyarakat mengenai teknologi yang diberi
Paten.

Pasal 112
Dalam melaksanakan administrasi Paten, Direktorat Jenderal
memperoleh pembinaan dari dan bertanggungjawab kepada Menteri.

BAB XI
) BIAYA
Pasal 113

(1) Semua biaya yang wajib dibayar dalam Undang-undang ini ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, jangka waktu, dan tata cara
pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Presiden.

(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan
dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturen perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 114

(1) Pembayaran biaya tzhunan untuk pertama kali harus dilakukan paling
lambat setahun terhitung sejak tanggal pemberian Paten.

(2) Untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya, selama Paten itu berlaku
harus dilakukan paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal
pemberian Paten atau pencatatan Lisensi yang bersangkutan.

(3) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak tahun Pertama Permohonan.

Pasal 115 .

(1) Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemegang Paten tidak
membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan
Pasal 114, Paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal
akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebuyt, -

(2) Apabila kewajiban pembayaran biaya tahunan tersebut berkaitan dengan
kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedelapan be'zs dart
untuk tahun-tahun berikutnya tidak dipenuhi, Paten dianggap batal cemi
hukum pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan
untuk tahun tersebut.

(3) Batalnya Paten karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dicatat dan diumumkan.

Pasal 116 ..........



e

o7 - w, e b
I St R . L epma ot )
xeasali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114ayat (3) dan
| pasal 115 ayat (2), atas keterlambatan pernbayaran biaya tahunan dari
patas wektu yang ditentskan dalam Undang-undang ini dikenai biaya
mbahan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) untuk setiap bulan
dari biayd tahunan pada tahun keterlambatan. - - .
| Keterlambatan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayet (1) diberitahukan secara testulis oleh Direktorat Jenderal kepada
ang Paten yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah
jewat batas waktu yang ditentukan. .
) Tidak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) oleh yang bersangkutan tidak mengurangi berizkunya ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-

BAB X1I
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 117
} Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak
berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, pihak yang berhak atas
faten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga.
) Hak menggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku surut
sejak tenggal Penerimaan.
1 pemberitahuan isi putusan atas gugatan sebagaimara dimaksud pada
" ayat (1) disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling
jama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
i) Isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dan diumumkan
oleh Direktorat Jenderal. i

Pasal 118

) Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti
rugikepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa pun yang dengan
sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebzgaimana dimaksud
dalam Pasal 16.

}) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau proses
itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.

3) Isi putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14
(empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat dan
diumumkan. :

Pasal 119
1) Dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap Paten-proses, kewajiban
pembuktian bahwa suaty produk tidak dihasilkan dengan menggunakan

Paten-proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b

dibebankan kepada pihak tergugat apabila:

a. produk yang dihasilkan melalui Paten-proses tersebut merupakan
produk baru; et

b. produk tersebut diduga merupakan hasil dari Paten-proses dan
sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup untuk itu,
Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses apa Yang
digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.

(2) Untuk kepentingan peneriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengadilan berwenang;

a. memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu
menyampaikan salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersang-
kutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan

b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa
g{;duk yeng dihasilkannya tidak mengglinakan Paten-proses terse-

(3) Dalam pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat
untuk memperoleh’ perlindungan terhadap rahasia proses yang telah
diursikannya dalam rangka pembuktian di persidangan.

Pasal 120 )
(1) Gugatan didaftarkan kepada Pengadifan Niaga dengan membayar biaya

gugatan.

(2) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pendaftaran
gugatan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.

(3) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu p° .ng lambat
60 (enam puluh) hari sejak pendaftaran gugatan.

Pasal 121

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 14 (empat »

) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan
puluh) hari setelah tanggal gugatan didaftarkan.
(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat
secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut
harus diucapkan dalam sidang terbuka untuek umum.,
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(4)-Pengadilan Niaga wajb ikan isi putusan kepada para pihak
-2 yang tidak hadir paling lambat 14. (empat belas) hari Sejak putusan
-~ ditcapkan dalam sidang yang dinyatakan terbula untuk umum. | o
. . Pesali2 : o
Yerhadap putusan pengadian Niaga sebagaimana dimaksud dalam
pasal 121 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi. -

Pasal 123

(1) Permohonan Kkasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 diajukan
paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal divcapkan atau
diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi dengan mendaftarkan
kepada pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.

(2) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal pesmohonan
yang bersanglastan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda
terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan pendaftaran. .

(3) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memorni kasasi kepada panitera
dalam waktu 7 (tujuh) hari sejek tanggal permohonan kasasi didaftarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Panitera wajib memberitzhukan permohonan kasasi dan memoxi kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi
paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima cleh panitera.

(5) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada
panitera paling lama 7 (tsjuh) hari setelah tanggal termohon kasasi
menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon
kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

(6) Panitera wajib mengirimian berkas perkara Kkasasi yang bersangkutan
kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). )

(7) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan
menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal
permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam jangka
waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal berkas perkara
kasasi diterima cleh Mahkamah Agung.

(9) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh)
hari setelah tanggal berkas periara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(10)Putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat sec2rd
lengkap imbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus

. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(11)Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada
panitera Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal
putusan kasasi itu diucapkan.

. (12)Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling
lama 2 (dua) hari setejah putusan kasasi diterima.

(13)1si putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan
pula kepada Direktorat Jenderal paling lama 2 (dua) hari sejakisi putusan
kasasi diterima oleh Pengaditan Niaga untuk dicatat dan diumumian.

Pasal 124
Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
117, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase
atau Altemnatif Penyelesaian Sengketa. .

BAB XIII
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN
Pasal 125
; Atas permintaan pihak yang merasa dirugiken karena pelaksa-
naan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera
dan efektif untuk : . :

a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan
dengan Paten, khususnya mencegzh masuknya barang yang diduga
melanggar Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten kedalam jalur
perdagangan termasuk tindakan importasi;

b. menyimpan bukii yang berkaitan dengan pelanggaran Paten dan hak
yang berkaitan dengan Paten tersebut guna menghindari tesjadinya
penghilangan barang bukti; . .

¢. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar membesikan bukt
yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Paten dan
hak yang berkaitan dengan Paten, serta hak Pemohon tersebut memang
sedang dilanggar. .

Pasal 126
, Dalam hal penetapan’sementara tersebut telah dilakukan, para
pihak harus segera diberi tahu mengenai hal itu, termasuk mengenai hak
untuk didengar bagi pihak yang dikenai perietapan sementara tersebut.

Pasal 127 ..........
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. - patam hal Pengadilan Niaga -menerbitkan peljletapan-scmeﬂbra,
ilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau
Jatkan surat penetapan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 125 dalam
; paling lama 30 (tiga puluh) harl sejak dikeluarkannya penetapan
nara tersebut. .- : :

Pasal 128 -
palam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa
an dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan
~zara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 129
selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai
segert Sipil tertentu di departemen yang lingkup tugas dan tanggung
awabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang
‘nusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
vomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
nenyidikan tindak pidana di bidang Paten.
senyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada aya

(1) berwenang:

+. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan denga®
tindak pidana di bidang Paten.

». melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum y2ng
diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten berdasarkan acuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

¢. meminta keterangan dan barang bukti dari pihak yang terxait

sehubungan dengan tindak pidana dibidang Paten;

melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen

lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;

e. melzkukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
barang buktj, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
paten; dan .

f meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Paten.

Penyidik Pejabat Pegawal Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memberitahukan dimutainya penyidikan dan hasil penyidikannya

kepada Penyidik Pejabat Polisi negara Republik Indonesia.

penyidik Pejabat Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat

ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana.

o

BAB XV~
KETENTUAN PIDANA
Pasal 130

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak
megang Paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana
naksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
npat) t?‘r):un dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
a rupiah).

Pasal 131
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak
megang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan
bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling
na 2 (dua) tzhun dan/atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua
tus lima puluh juta rupiah).

Pasal 132
Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban seba-
iimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40, dan Pasal 41 dipidana
:ngan pidana penjara paling lama 2 {dua) tahun.

Pasal 133
. Tindak pidana sebagaimana dimaksud datam Pasal 130, Pasal
3, dan Pasal 132 merupakan delik aduan. N

B Pasal 134 .

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim’ dapat
‘emerintahkan agar barang-bareng hasil pelanggaran Paten tersebut disita
leh Negara untuk dimusnahkan. :

Pasal 135

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam’
lab ini adalah :
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3. mengimpor suatu produk farmas] yang dillndungl Patendllndonesla‘ .

dan produk tersebut telah. dimasuklan ke pasar di suatu negan oleh ..
. ;- Pemegang Paten,yang sah 'dengdn’ syarat produk-ftu .dlimpor Sesual’
. . dengan pe:awragfemnda iridanigan yang KUy 585 tsonsd (1)
b, memproduksi pr uk farmasi yang difindungl Paten di-Indonesla dalam
jangka waktu 2 {dua) tahun sebelum berakhimya. periindungan Paten
dengan tujuan untuk proses ‘pertzinan kemudian melakukan pemasaran
setelah perdindungan Paten terbut berakhir. < . - .
BAB XV1
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 136 -

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perun-
dang-undangan di bidang Paten yang telah ada pada tanggal berlakunya
Undang-undang ini, tetap berlakuy selama tidak bertentangan atau belum
diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru berdasarkan
Undang-undang ini. : :

Pasal 137
Terhadep Permohonan yang diajukan sebelum diberlakukannya
Undang-undang ini, tetap diberiakulan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989
tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13
Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989
tentang Paten.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 138
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang
Nomor & Tahun 1989 tentang Paten (LN RI Tahun 1989 No.39, TLN RI No.
3398) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (LN RI Tahun 1997
No.30, TLN RI No.3680) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
l{n:ang—pndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
ndonesia. )

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

. pada tanggal 1 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

. ttd.
: MUHAMMAD M, BASYUNL
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PEN .; $.LAA SAN
s
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.14 TAHUN 2001
TENTANG .
PATEN

1. UMUM

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehid-
upan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir Ini, perkembangan
tersebut sangat pesat, Perkembangan ftu tidak hanya di blaang teknologi
tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknalogi, tetapi
juga dibidang mekanik, kimia, atau lainnya. Bahkan, sejalan dengan ity, makin
tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan
teknologi yang sederhana. i

Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam
yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak
terbantah. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran
yang diinginkan, Hal in! telah dirumusian secara jelas dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat No.IV/MPR/1999 tentang Garls-garis Besar Haluan
Negara, antara lain seperti yang tercantum dalam Bab I yang menyatakan
bahwa pengembangan teknclogi belum dimanfaatkan secara berarti dalam
kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga belum memperkuat
kemampuan Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Untwi’
meningkatican perkembangan teknolog!, diperiukan adanya suatu sistern yar:<;
dapat merangsang perkembangan teknologl dalam wujud perlindungar
terhadap karya intelektual, termasuk Paten yang sepadan.

ml_a_m_uu-u-ﬂ-ﬂ
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Dalam kaitan itu, walauoun Indonesia telah memiliki Undang-
, Yaity Undang-undang No.6 Tahun 1989 tentang Paten (LN

| gngang Patefl Y28
© phun 1989 No.39) jo Undang-undang No.13 Tahun 1997 (LN Tahun 1997

130) (selanjutnya disebut (Undang-undang Paten-lama) dan pelaksanaan
telah berjalan, dipandang perfu melakukan perubahan terhadap Undang-

. Paten-lama itu. Disamping itu, masih ada beberapa aspek datam

agr ent on Trade-Related Aspects of Inteflectual Property Rights

g disebut Persetujuan TRIPs) yang belum ditampung dalam

.mdang-undang Paten tersebut. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi

7 ent Establishing the World Yrade Organization (Pembentukan

ganisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut World Trade Organi-

otion, dengan Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
agreemesit Establishing The World Trade Organization (N Tahun
+334 No.57) dan Persetujuan TRIPs merupakan salah satu lampiran dari
~edanian ini.

Mengingat lingkup perubahan serta untuk memudahkan penggu-

-sannya oleh masyarakat, Undang-undang Paten ini disusun secar2

nenyeluruh dalam satu neskah ( single text) pengganti Undang-undang Paten-

4ma. Dalam hal ini, ketentuan dalam Undang-undang Paten-lama, yang

;ubstansinya tidak diubah dituangkan kembali ke dalam Undang-undang ini.

«ecara umum perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Paten-

+na meliputi penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan. Diantar

.rubshan-perubahan yang mencnjol dalem Undang-undang ini, dibangingvan

+:ngan Undang-unc2ng Paten-lama adalah sebagai berikut.
Penyempurnaan
3. Terminclogi

i. Istitah Jnvensi digunakan untuk Penemwuan dan isiilzh Jnseror

digunakan untuk Penemu. .
Istilah penemuan diubah menjadi /nvensi, dengan alasan istiteh
invensi berasal dari /nvention yang secara khusus dipergunakan
dalam kaitannya dengan Paten. Dengan ungkapan lain, istilah
Invensijauh lebih tepat dibandingkan penemuan sebab kata pene-
muan memiliki aneka pengertian. Termasuk dalam pengertian
penemuan, misalnya menemukan benda yang tercecer, secangkan
istilah Jnvensi dalam kaitannya dengan Paten adalah hasil
serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu yang baru atau
tadinya belum ada (tentu dalam kaitan hubungan antarmanusia,
dengan kesadaran bahwa semuanya tercipta karena Tuhan). Dalam
bahasa Inggris juga dikenal antara fain kata-kata o discover; to
find, dan to get. Kata-kata itu secara tajam berbeda artinya cari
to invent dalam kaitannya dengan Paten.

Istilah Jnvensisudah terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indo-

nesia, terbitan Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, edisi kedua tahun 1999, hal 386. Secara praktis pun

istilah Indonesia yang merupakan konversi dari bahasa asing yang

sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, seperti Javensi
ini banyak kita temukan antara lain kata eksklusif (dari exclu-
sive), kata investasi (invesment), kata reformasi (reform atau
reformation), atau kata riset (research) yang sudah dipergunakan
secara umum atau resmi. Bahkan, beberapa kata-kata tersebut
merupakan bagian nama instansi Pemerintah, seperti Kantor

Menteri Negara Investasi, atau Kantor Menteri Negara Riset dan

Teknologi. Sejalan dengan itu, kata penemu menjadi Inventor.

Invensi tidak mencakup :

(1) kreasi estetika;

(2) skema;

(3) aturan dan metode untuk melakukan kegiatan :

a. yang melibatkan kegiatan mental,
b. - permainan, . .
¢. bisnis;

(4) aturan dan metode mengenai program komputer;

- . (5) presentasi mengenai suatu informasi.

iii. Nama Kantor Paten yang-dinyatakan dalam Undang-undang Paten-
lama diubah menjadi Direktorat Jenderal, perubahan istilah ini
dimaksudkan untuk menegaskan Jdain memperjelas institusi hak
kekayaan intelektual sebagai satu kesatuan sistem.

Paten Sederhana

Dalam Undang-undang ini objek Paten Sederhana tidak mencakup

proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan prod-

vct by process. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi pada hal-hal
yang bersifat kasat mata (tangible), bukan yang tidak kasat mata

(intangible). Di beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat,

Filipina, dan Thailand, pengertian Paten Sederhana disebut utiity

model, petty patent, atau simple patent, yang khusus ditujukan untuk

benda (article) atau alat (device).

Berbeda dari Undang-undang Paten-lama, dalam Undang-undang ini

perlindungan Paten Sederhana dimulai sejak Tanggal Penerimaan

karena Paten Sederhana yang semwia tidak diumumkan sebelum
pemeriksaan substantif diubah menjadi diumumkan. Permohonan
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s:.  Paten Sederhana diumumkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak

Tanggal Penerimaan. Hal-ini dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya
Permohonan atas suatu Invensi serta menyampaikan pendapatnya
mengenai hal tersebut. Selain itu dengan pengumuman tersebut,
dokumen Permohonan yang telah diumumian tersebut segera dapat
digunakan sebagai dokumen pembanding, jika diperlukan dalam
pemeriksaan substantif tanpa harus melanggar kerahasian Invensi.
Di samping itu, konsep perfindungan bagi Paten Sederhana yang
diubah menjadi sejak Tanggal Penerimaan, bertujuan untuk
memberikan kesempatan kepada Pemegang Paten Sederhana
mengajukan gugatan ganti rugi akibat pelanggaran terhitung sejak
Tanggal Penerimaan. Gugatan ganti rugi baru dapat diajukan setelah
Pater: Sederhana diberikan.

Sifat barv dari Paten Sederhana dalam Undang-undang Paten-lama
tidak begitu jelas. Dalam Undang-undang ini ditegaskan kebaruan
bersifat universal. Di samping tidak jelas, ketentuan dalam Undang-
undang Paten-lama memberikan kemungkinan banyaknya terjadi
peniruan Invensi dari luar negeri untuk dimintakan Paten Sederhana.
Jangka waktu pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana yang
semula sama dengan Paten, yakni dari 36 (tiga puluh enam) bulan
diubah menjadi 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal
Penerimaan. Hal itu dimaksudkan untuk mempersingkat jangka waktu
pemeriksaan substantif agar sejalan dengan konsep Paten dalam
rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden

Terdapat beberapa pengaturan yang dalam Undang-undang Paten-
lama ditetapkan dengan Keputusan Menteri, di dalam Undang-undang
ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan yang di dalam Un-
dang-undang Paten-lama ditetapkan dengan Keputusan Presiden, di
dalam Undang-undang ini diubah dengan Peraturan Pemerintzh, atau
sebaliknya.

Pemberdayaan Pengadilan Niaga

Mengingat bidang Paten sangat terkait erat dengan perekonomian
dan perdagangan, penyelesaian perkara perdata yang berkaitan
dengan Paten harus dilakukan secara cepat dan segera. Hal itu
berbeda dari Undang-undang Paten-lama yang penyelesaian perdata
di bidang Paten dilakukan di Pengadilan Negeri.

Lisensi-wajib

Dengan Undang-undang ini, instansi yang ditugasi untuk memberikan
lisensi-wajib adalah Direktorat Jenderal. Berbeda dari Undang-undang
Paten-lama yang menugaskan pemberian lisensi-wajib kepada
Pengadilan Negeri. Hal ity dimaksudkan untuk penyederhanaan
prosedur dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta sejalan
dengan yang dilakukan di berbagai negara, seperti Thailand, Filipina,
Brazil, dan China. .

2. Penambahan

a. Penegasan mengenai istilah har’
Mengingat bahwa istiah Aari dapat mengandung beberapa pengertian,
dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan
istilah hari adalah han' kerja. -
Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten
Penambahan Pasal 7 huruf d dimaksudkan untuk mengakomodasi
usulan masyarakat agar bagi Invensi tentang makhluk hidup (yang
mencakup manusia, hewan, atau tanaman) tidak dapat diberi Paten.
Sikap tidak dapat dipatenannya Invensi tentang manusia karena hal
itu bertentangan dengan moralitas agama, etika, atau kesusilaan. Di
samping #tu, makhluk hidup mempunyai sifat dapat mereplikasi dirinya
sendiri. Pengaturan diberbagai negara sangat dipengaruhi oleh tingkat
pertumbuhan teknologi masing-masing. Persetujuan TRIPs hanya
meletakkan persyaratan minimum pengaturan mengenai kegiatan-
kegiatan yang boleh atau tidak boleh dipatenkan.
Paten diberikan terhadap Invensi mengenai jasad renik atau proses
non-biologis serta proses mikro-biologis untuk memproduksi tanaman
atau hewan dengan pertimbangan bahwa perkembangan bioteknologi
yang pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir ini telah secara nyata
menghasitkan berbagai Invensi yang cukup besar manfaatnya bagi
masyarakat, Dengan demikian perlindungan hak kekayaan intelektual
dalam bidang Paten diperiukan sebagai penghargaan {rewards)
terhadap berbagai Invensi tersebut.
Penetapan Sementara Pengadilan
Penambahan Bab XIII tentang Penetapan Sementara Pengadilan .
dimaksudkan sebdgai upaya awal untuk mencegah kerugian yang
lebih besar akibat pelaksanaan Paten oleh pihak yang tidak berhak.
Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Berbeda dari Undang-undang Paten-lama, dalam Undang-undang ini
diatur ketentuan mengenai kemungkinan menggunakan sebagian
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal
yang berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Paten.



Yang dimaksud dengan menggunakan adalah menggunakan PNBP
rkan sistem dan mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini,
seluruh PNBP disetorkan langsung ke kas negara sebagai PNBP.
Kemudian, Direktorat Jenderal mengajukan permohcnan melalui
Menteri kepada Menteri Kevangan untuk diizinkan menggunakan
sebagian PNBP sesuai lengan keperluan yang dibenarkan oleh Un-
dang-undang, yang saat ini hal itu ciatur dalam Undang-Undang No.20
Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (LN Tahun 1997
No.43) yang mengatur penggunaan PNBP.
Panyelesian sengketa di luar Pengadilan
Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan pada umumnya
aken memakan wakiu yang lama dan biaya yang besar. Mengingat
sengkesa Paten 2kan berkzitan erat dengan masaleh perekcnomiz~
dais perdapangan vang harus tetap berjalen. penvelesaian seagketz
& iuar pergacian. seperl Arhitrese atau ~iternatf Senveiesrian
Sengketa yang cimungkinkan calam Undang-undang i, sefain reiat’
iabih cepat, biayanya pun lebih ringan.
f Pengecualian dari Ketentuan Pidana
Undang-undang ini mengatur hal-hal yang ticz cacat dikategonkan
tindak pidana, yaitu hal yang herkaitan dengan vecanting2 kesehalar:

masyarakat. Pengaturan semacam ini terdasa: celam l2gisiasi ©
berbagai negara.

Penghapusan

2 samping parverpurnaan dan Dengmbahan sersmitesmesul o

gengan Undang-undang ini, dilakukan penghap
ketentuan dalam Undang-undang Patzn-lama
dengan Persetujuan TRIPs, misalnya ketentuan
penundaan pemberian Paten dan lingkup hak eks«us

o1, PASAL DEMI PASAL

Sasai 1
Cukug jelas
Pasal 2
Ayat (1) dan’Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan permohonan pertama cdaleam hal
Parmohonan itu diajukan dengan Hak Prionitas adalzh Permohonan yang
teizh diajukan untuk pertama kali di negara lain yang merupakan anggota
Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota World
Trade Organization. Indonesia meratifikasi Paris Convention sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden 1o.15 Tahun 1997,

Pasal 3
Ayat (1) e

Padanan istilah teknolcgi yang diungkapkan sebelumnya adalah
state of the art atau prior art, yang mencakup baik terupa literatur Paten
maupun bukan literatur Paten.

Yang dimaksud dengan bidax sama pada ayet ini adalah bukan
sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis
(features) Invensi tersebut dengan ciri teknis Invensi sebelumnya.

Ayat (2)

Dalam Undar. j-undang ini, ketentuan mengenai uraian lisan atau
melalui peragaan atau dengan care lain tidak hanya dilakukan di Indonesia,
tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan di luar regeri dengan
ketentuan bahwa bukti tertulis harus tatap pula disampaikan.

Ayat (3)

Dalam Undang-undang «oten-lama, kelompck kata merupakan
bagian [nvensi terdahulu dapat menimbulkan salah tafsic sehingga dalam
Undang-undang ini kelompok kata tersebut dihilangkan.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan substantifpada ayat ini dan
d_aiam pasal-pasal selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap Invensi yang
Cinyatakan dalam Permchonan, dalam rangka menilai perrenuhan atas svarat:
baru, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam indus-i, serta memenuhi
vetentuan kesatuan invensi, diungkapkan secara jelas, dan tidak termasuk
dalam kategori Invensi yang tidak dapat diberi Paten.

Yang dimaksud dengan teknologi yang Giungkapckan sebelumrya
pada ayat ini mencakup dokumen Permohonan yang cr2jukan di Indonesia
da_n' dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan atau tanggal
priortas dari ‘Permohonan yang sedang diperiksa substantifnya. Tangga!
Penerimaan atau tanggai prioritas dokumen yang dipubiikasikan tersebut
lebih awa! dari pada Tanggal Penerimaan atau targgal prioritas dari
Permohonan yang substantifnya sedang diperiksa.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang
muncul akibat adanya invensi yang sama yang diajukan oleh Pemohon lain
dalam waktu yang tidak bersamaan (confficting applica:ion).
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Pasal 4

Ayat (1)
Hunuf a

Ve v

Yang dimaksud dengan pameran yang resmi adalah pameran yang
diselenggarakan oleh Pemerintah; sedangkan pameran yang diakui sebagai
pameran resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi
diakui atau memperoleh persetujuan Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal §

Jiwa invenss tersebu: dimaksuckan ssbagai produk, produk tersebut
a0 miarnpu dinuat secara berulang-viang (secara massal) dengan kualitas
yang sama, secangkan jika Invensi berupa proses, proses tersebut harus
marapu dijalankan atau digunakan dalam praktik.

- Pasal &

Paten sederhana hanya diterikan untuk Invensi yang berupa alat
atau produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknis-nya, tetapi harus memiliki
{ungsi/kegunaan yang lebih praktis dari pada Invensi sebelumnya dan bersifat
kasat mata atau benvujud (tangible).

Adavun invensi yang sifatnya tdak kasat mata (intangrble), sepert
; tidak dapat diberika~ serindungan sebagai Pater

o ooz Of
i< . o0 S g

Pasgal 7
Huruf a

Cukug jeias
Huruf b :
Dalam hal pemeriksazn, perawatan, pengobatan, dan pembedahan
tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku
tagi Invensi metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat,
bahan, maupun obat, tidak termasuk dalam ketentuan ini.
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d butir i

Yang dimaksud dengan makhluk hidup dalam huruf d butir i ini
mencakup manusia, hewan, atau tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan
jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak
dapat dilihat secara k:asat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop,
misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri.
Huruf d butir ii

Yang dimaksud dengan proses biologis yang esensial unituk
mermprocuksi tanaman atau hevsan dalam butir i adalah proses penyilangan
yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok,
atau penyerbukan yang bersifat alami, sedangkan proses non-biologis atau

. proses mikrokiclogis untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses

memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa
genetika yang:dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, pengg-.-
naan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya. .

Pasal 8 .
Ayat (1) ..

Cukup jelas ¢
Ayat (2) i

Yang dimaksud dengan dicatat dan diumumkan pada ayat ini dan
dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya dalam Undang-undang ini adalah
dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. -

Yang dimaksud dengan Daftar Umum Paten adalah suatu daftar
yang berisi data mengenai bibliografi dan status Permohonan dan Paten
yang dicatat oleh Direktorat Jenderal dan dapat dilihat oleh masyarakat umum,

Yang dimaksud dengan Berita Resmi Paten adalah bentuk pengu-
muman yang beris: informasi mengenai status Permohonan dan Paten yang
dapat dilihat oleh masyarakat umum yang dapat digunakan untuk memantau
kegiatan Direkiorat Jenderal.

Materi P::emohonan dan Paten yang akan diumumkan mencakup
informasi tentang bibiiografi, spesifikasi, pengalinan, lisensi, pelanggaran,
perubahan a'amat Pzinohon atau Pemegang Paten yang diterbitkan secara
berkala oleh Cirektorat Jenderal.

Berita Resni Paten dapat divwujudkan dalam berbagai bentuk
antara lain: dalam bentuk buku (saat ini) dan pada masa yang akan datang
dibuat dalam format digital.

Pasal 9

Secara umum produk atau alat yang dilindurgi, diperoleh dalam
waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang
relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana sehingga jangka
waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup untuk
memiperoleh manfaat ekonomi yang wajar.
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b

4 - .

b i dar Pasal 11
e 10 dan Pasal 1
.ml A

’

jelas

sl 12 .
" (1) sd. Ayat (5).
-'3‘( ) ] Cukl.lpje;as ' . L v
2t ) Pmcanmnan nama Inventor dalam sertifikat pada dasamya adalah
sim. Hal itu dikenal sebagai hak moral (moral right).

.

asal 13

2t (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
wepada pemakai terdahuly yang beriktikad baik, tetapi tidak mengajukan
sermohonan.

Dalam hal.ini, kegiatan yang dilakukannya dan merupakan
ksanaan Invensi tersebut tetap dapat dilaksanakan olehnya sebagai

~elal
. terdatudu sampai dengan batas masa periindungan Paten.

avat (2)
Y Cukup jelas

fasal 14
' Cukup Jelas

2asal 15
ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
et Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang
dilakukan dengan iktikad baik oleh crang yang pertama kali memakai Invensi
tersebut |
ayat (3) s.d. Ayat (5)
Cukup jelas

pasal 16
Ayat (1) )

Hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada Peme-
gang Paten untuk jangia waktu terentu guna melaksanakan sendiri secara
komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain.
Dengan demikian, orang lain dilarang melaksznakan Paten tersebut tanpa
persetujuan Pemegang Paten. -

Yang dimaksud dengan produk mencakup alat, mesin, komposisi,
formula, products by process, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat
tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta.

Yang dimaksud dengan proses mencakup proses, metode atau
penggunaan. Contohnya adalah proses membuat tinta, dan proses membuat
tisy.

bersama-sama atau badan hukum yang disesuaikan dengan konteks naskah
masing-masing.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) X

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi
pihak yang betul-betul memeriukan penggunaan Invensi semata-mata untuk
penelitian dan pendidikan. Di samping itu, yang dimaksud dengan wuntuk
kepentingan pendiditan, penelitian, percobaan, atau analisis, mencakup juga
kegiatan untuk keperiuan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.

Yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar
danl Paten adalah agar pelzksanaan atau penggunaan Invensi
tersebut tidak digunalan untuk kepentingan yang mengarah kepada eksplotasi
untuk kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi
kompetitor bagi Pemegang Paten.
Pasal 17
Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjang adanya ahli tek-

»

138

di lnc'io.nesia, Pénrégang

Apabila Paten tidak akan dilaksanakan
yang disertai alasan dan

Paten harus mengajukan permintaan kelonggaran

‘bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.’ Misalnya dj bidang obat

atau farmasi bukti serupa -diberikan oleh Departemen Kesehatan~dan

‘Kesejahteraan Sosial, sedangkan di bidang elektronik diberikan oleh

Yang dimaksud dengan piak’adalah orang, Seberapa orang secara .

nologi, penyerapan investasi, penyediaan fapangan kerja dengan

dilaksanakannya Paten melalui pembuatan produk.
Ayat (2) °

rasionafitas ekonomi dari pelaksanaan
yang diberi Paten dapat secar@ ekonomi

Paten sebab tidak sémua jenis Invensi
menguntungkan apabila skala pasar

Ketentuan pada ayat (2) ini dimaksudkan untuk mengakomodasi ‘

bagi produk yang bersangkutan tidak seimbang dengan investasi yang .

dilakukan. Beberapa cabang industri menghadapi persoalan ini, misalnya

industri di bidang farmasi. Di cabang industri seperti itu skala kelayakan

ekonomi seringkali meliputi pasar yang berskala regional misalnya kawasan
Asia Tenggara. Untuk itu, kelonggaran diberikan atas dasar penilaian objektif.
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Departemnen Perindustrian dan Perdagangan. ‘Apabila Invensi tersebut
menyangkut teknologi untuk keperluan di bidang eksplorasi, keterangan
diberikan oleh Departemen Pertambangan dan Energi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai syaret pengecualian yang akan
diatur dalam Peraturan Pemerintah diharapkan tetap memperhatikan upaya
untuk menunjang alih teknologi yang efektif dan dapat meningkatkan devisa

Negara.
Ayat (3) dan Ayat {4)
Cukup jelas

Pasal 18 :

Yang dimaksud dengan biaya tahunan (annval fee) adalah biaya
yang harus dibayarkan oleh Pemegang Paten secara teratur untuk setiap
tahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai biaya pemeliharaan
(maintenance fee).

Pasal 19 dan Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Yang dimaksud dengan satu kesatuan invensi adalah beberapa
invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat.
Misalnya, suatu Invensi yang berupa alat tulis yang barv dengan tintanya
yang baru. Dalam kasus tersebut jelas bahwa tinta tersebut merupakan satu
kesatuan Invensi untuk dipergunakan pada alat tulis, yang merupakan suatu
Invensi yang baru sehingga alat tulis dan tintanya tersebut dapat diajukan
dalam satu Permnchonan. Contoh fain, Invensi berupa suatu produk yang
baru dan proses untuk membuat produk tersebut.
Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau
satu kesatuan Invensi yang terdiri dari beberapa Invensi yang saling berkaitan.

Pasal 22
- Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)

. Yang dimaksud dengan bukan Inventor adalah pihak lain yang
menerima pengalihan Invensi dari Inventor. Yang dmaksud dengan bukti
yang cukup, misalnya dapat berupa pernyataan dari peruszhaan bahwa In-
ventor adalah karyawannya atau pengalihan Invensi dari Inventor kepada
perusahaan tempatnya bekerja.

Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Inventor dari
kemungkinan yang merugikannya.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukug jelas
Ayat (2)
Huruf a s.d. Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Klaim adalah bagian dari Permohonan yang menggambarkan inti
Invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara
jelas dan harus didukung oleh deskripsi.

Huruf i
Cukup jelas
Hunuf j
Yang dimaksud dengan gambar dalam huruf ini adalah gambar
teknik.
Huruf k

Abstrak adalah ringkasan dari desksipsi yang menggambarkan
inti Invensi.
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Sejalan dengan konsep/pengertian bahwa Paten merupakan bagian
dari sistem hak kekayaan intelektual yang komprehensif, Konsultan Paten
yang dalam Undang-undang Paten-lama disebut Konsultan Paten, dalam
Undang-undang ini disebut Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Ayat (3) dan Ayat (4)
Cukup jelas

.

Pasal 26 ..........
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Pasal ini menelankan bahwa_an'andenm yang diperbolehian
hanya untuk memperjelas finglasp Invensi. croenpe o

"“lég st e treot omndy skl amas e adne
wat () 0 ciid ketentuan ini adalah untuk membantu proses

pengajuan
onan dari Inventor atau yang berhak atas Invensi yang berdomisili di Pasal

e

noh 36
- wilaysh Negara Republik Indonesia sebab hal ini antara lain menyanglast Ayat (1) s.d. Ayat (4) .
W dan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi. - . .o el ’ Cukup jelas )
: A)ct(z) A LI i o e raent. | Ayt ) i . L ,
! .- Cukup jelas . - I L Yang dimaksud dengan MWWM_JWW
J . ' Tl T .,urutank/aimrangpertampadamlgs)U‘iad?‘ah}d’aga'wi“'
27 - . - ')ikasuamPennohonanbensi_}Zldamyapgwdmms:
ot oo LT - Invensi A yang dinyatakan dalam Kaim 1 samp2! 5.
- Cukup jelas - . > Invensi B yang dinyatakan dalam Kaim 6 samea) dengan 10 yang
avat (2 . , . - merupakan Invensi yang berbeda dan tidak terkait dengan Invensi A
Yang dimaksud dengan dokumen prioritas adalah dokumen Permo- . Invensi C yang dinyatakan dalam Kaim 11 sampai 12 y2ang merupakan
ponan yang pertama kali diajukan di suatu negara anggota Paris Convention " Invensi yang berkaitan dengan Invensi A- -
u World Trade Organizabion yang- digunakan untuk mengidaim tanggal . Dari ketiga Invensi tersebut diatas, dapat disimpulian bahwa .

2 : :
P rioritas atas Permohonan ke negara tjuan, yang juga anggota salah satu Invensi A merupakan satu kesatuan Invensi dengan Invensi G,
cari kedua peranyian T dan disahian oleh pejabat yang benwenang di Invensi B tidak merupakan satu kesatuan Invensi dengan Invensi A atau pun

Kxantor Pateg%telr‘npat permohonan Paten w‘;‘g pertamm kali diajukan. Invensi C. . .
.Pihak berwenang yang mengesa n safinan permohonan pertama Berdasarkan ketentuan pada ayat (5) ini Invensi yang 2kan
kali adalzh pejabat Kantor Paten di negara tempat permohonan Paten pertama diperiksa hanya Kaim 1 sampai 5 (Inv?msi A) dan Kaim11 campa 12 (nvensi

ko dajusts B P ok yang be Sebul e ot chlui Patent Coopers. €. Sedangkan Waim & sampel 10 (invensi 8) 8dak aan diperdss, ¢
Intellectual Property Organization (WIPO), yaitu badan PBB yang disarankan untuk Gajukan sebagai Permohonan pecahan.

bertugas mengagminigmsikaq perjanjian internasional mengenai iteflec- - oo 39
:'Zi,u‘r,l“{gg;y indonesia mEEEESs RS Yang dimaksud dengan memperhatikan ketentusan dalan Undang-
Ayat (3) ) undang ini adalah memperhatiian ketentuan perubahan Paten men)ati Paten
Cukup jelas Sederhana ataa sebafknya tidak boleh menyimpang dan ketentuan
sebagaimana diatur ddom Pasal 35 dan Pasal 36.
Pasal 28 8
Ayat (1) - Pasal 38 s.d. Pasal 41
Cukup jelas Cap jetas
Ayat 2 )
Hunuf a Pasal 42
Yang dimaksud dengan safinan sah pada huruf a samgpai huruf d Ayat {1) gan.Ayat/(2)
ayat ini adalah safinan surat atau dokumen yang berkaan dengan hasil Tukup:jelas

pemeriksaan, keputusan pemberian Paten, penclakan Paten, atau pembatalan Ayat (3)

Paten untuk Invensi yang sama di luar negeri yang dikeluarkan oleh pihak ‘Ketentuan ini dibuat untuk memberikan kesempatan apabla

yang berhak. Pemchon yangkarena kepentingarmya ingin diumurnian lebth awal. Hal &

Hunf b juga -selares dengan ketentuan dalam Permohoren yeng diajukan melehks
Yang dimaksud dokumen Paten adalah dokumen Permohoran Patent Cooperation Treaty (PCT).

yang sudah diberi Paten dan telah diumumian, dokumen tersebut diperiu- )

kan untuk mempermudah dan mempercepat penilsian terhadap sifat kebanzan pasal 43

{novelty) dan langkah inventif dari Invensi. o .
Huruf ¢ dan Huruf d Yang dimaksud dengan sa@ra Mrusus yang disediakan olch
. Cukup jelas Direktorst Jenderal mencakup papan pengumuman dan jika keadaan
Hunf e ) i . . memungkinkan microfim, microfiche, CO-ROM, Internet, dan'media ainaya.
Yang dimaksud dengan dokumen kin dalam huruf ini, antara lain, Apt (2
adalah dokumen pembanding, hasil penelusuran, hasil pemeriksaan awal Cukup jelas :
dan korespondensi hasil pemeriksaan di luar negeri. .
Ayat (3) Tt Pasal 44
berupe ketrathoibia o ad ot dalam e W bt iman dilakuken secra
rupa erangan mengenai adanya ama emen yang di n : p :
Pemohon terhadap dokumen permohonan Paten berdasarkan hasil terus-menerus. jangka wakd ters pendl p di
penelusuran atau hasil pemeriksaan awal dan hal ini. bersifat sebagai Ayat (2)
kelengkapan informasi yang mungkin diperfukan dalam pemeriksaan. Huruf a s.d. Hunf e
Pasal 29 Hurf £ ek
Cukup jelas Wasifilasi dimaksudkan untuk mengelompokdan Invensi dalam
Pasal 30 permchonan sesuai dengan bidang teknologi yang terkait. Dengan cara i,
Ayat (1) . kegiatan penelusuran terhadap Invensi sejenis (untuk mencari dokumen
pembanding) yang diperlulan dalam rengka pemeriksaan substantf atas

Ketentuan ini merupakan syarat-syarat yang disebut sebagai

persyaratan minimum (minimum regiurements). Hal ini d_imaisudkan unty zmm"uﬁafsi'::%ﬁ ';”'::‘:, ;gg:\;:,d::to:;ptatgahrupml In-

pmﬁnda;;akair;;mn?shgn dal;m Ehﬁwl d-! nmagr vggggr?; " (IPC), dalam prakiiknya Indonssia menggunakan IPC sebagaimana yang

taﬁ/e.gSela?n itushal in?mg::hnrunmk nmwérrz%nlglc‘le‘;zsﬁ:n meng 2nai banyak diterapkan oleh berbagai negara. Dalam sistem ity, Invensi

Tanggal Penerimaan (filing date) oleh Direktorat Jendesal. dikelompokkan ke dalam xurang-lebih 60.000 sub-grup, yang dapat
Hal ini juga dimaksudian untuk meningiatian pelayanan dan dikategorikan ke dalam B (delapan) kelompok besar (section) dan dibagi

kemudahan bagi masyarakat dengan memperhatikan serta menyesuaikan lebih lanjut ke dalam kelas, sub-kelas, grup, dan sub-grup.

dengan syarat minimum Tanggal Penerimaan bagi Permohonan yang diajukan Huruf g s.d Hunf i ‘

melalui Paten Cooperation Treaty. Cukup felas
Ayat (2) s.d. Ayat (4)
Cukup jelas Pasal 45
Ayat (1)

Pasal 31 s.d. Pasal 34 . T Yang dimaksud dengan pandangan mencakup infoamasi yang

Cukup jelas -}, disampaikan oleh pihak lain tanpa disertai permintaan apa pun, sedangian

Pasal 35 ) . " keberatan merupakan informasi yarg disampaikan cleh pthak tin yang disertai
Yang dimaksud dengan merperiuas lingkup Invensi dalam suaty dengan permintaan untuk tidak memberikan Paten terhadap Invensi yang

amandemen adalah menambah intifsubjek, informasi bary, atau mengurangi diumumkan tersebut.

ciri-telis invensi, baik di dalam deskripsi, gambar maupun Kaim, yang dapat Ayat (2) s.d. Ayat (4)

berakibat lebih luasnya lingkup Invensi. Cukup jelas
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:;:(1) dan Awt (2) : . P P B I R
Cukup jelas . o

hizt @ Yang dimaksud dengan parwmpabnhﬁmrasimgenailnyensi
g vidak dianggap sebagal pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan
sdalah pemeberian cuaty Informasi mengenai Invensi, baik oleh Direldorat
senderal maupun oleh Istansi terkait yang menerima informasi Invensi
Ayt “

Cukup jelas'

147 s.d. Pasal 49
pasa Cukup jelas

pasal SO

1
et (1) Mungkin sekali, bidang keahlianyang diperlukan bagi pelaksanaan

iksaan substantif suatu invensi yang dimintakan Paten temyata tidak
atau kurang dikuasai oleh Pemeriksa Paten. Begitu pula fasilitas yang
diperiukan untuk mengadakan pemeriksaan secara baik, dimiliki oleh instansi
atau lembaga lain. Dalam hal demikian itu, Direktorat Jenderal melaui pro-
gram kerja 5ama antar negara dapat meminta bantuan ahli dalam wujud
penggunaan fasilitas dari instensi atau lembaga lain, misalnya European Patent
Office (Kantor Paten Eropa), Japanese Patent Office (Kantor Paten Jepang),
United States Patent and Trademark Office (kantor Paten Amerika
Serikat).
Ayet (2)

Cukup jelas

pasal S1
Ayat (1) dan Ayat 2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Karena sifat keahlian serta lingkup kerja yeng bersifat khusus,
sudah sepantasnya jabatan Pemeriksa Paten diberi status sebagai jabatan
fungsional karena pada dasamya mereka bekerja berdasarkan keahlian. Sta-
tus ftu diberikan dalam rangka pembinaan karimya sehingga tidak tertinggal
oleh rekannya dalam satuan organisasi yang memiliki jenjang jabatan yang
bersifat strutural.

Dalam rangka pembinaan itu pula kepada Pemeriksa Paten
diberikan penjenjangan jabatan fungsional dan tunjangan yang bersifat
Kkhusus, disamping hak-hak lainnya yang fazim diterima cleh pegawai negeri
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketidakjelasan alau kekurangan lain yang
dinilai penting mencakup, antara lain adanya uraian dalam deskripsi atau
Kaim yang tidak jelas dan uraian dalam deskripsi yang tidak mendukung
Klaim yang dinyatakan. Selain itu termasuk pula ketidakterkaitan dan
kelidakkonsistensian uraian dalam Kaim dan deskripsi.

Ayat (2) '
. Yang dimaksud dengan acvan adalah referensi yang diperoleh
dari hasil penelusuran baik literatur Paten maupun non-paten (majalah, dif).

Pasal 53 s.d. Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)

Avat (2) .
_ Yang dimaksud dengan pemecahan tersebut memperluas linglup
Invensi adalah Permohonan hasil pemecahan yang lingkup perlindunga
Invensinya lebih luas daripada lingkup periindungan Invensi semula.
Ayat (3) dan Ayat (4) :
Cukup jelas

Cukup jelas

"Pasal 57 s.d. Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)

Permohonan banding tidak dapat diajukan dalam hal Permohonan
dianggap ditarik kembali. -

Ayat (2) s.d. Ayat (4)
Cukup jelas
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Pasal 61 ~

-~ e
o

(1) T enE At UL R S ~
T E I Yaing ﬁmgpd tafiggal pengiriman surat pemberitahuan adalah
tanggal stempel pos, = - CwT n TR TRt s
Ayat (2) dan Ayat (3) ~ T CoeLn R

Cukup jelas -~

B PR A
oo . EOMS

Ayat (1

Pasal 62 s.d. Pasal 65
- - Cukup jelas
Pasal 66

Ayat (1) . o oo

Sebagaimana halnya dengan hak kekayaan intelektual yang lain
senerti Hak Cipta da Merek, Paten pada dasamya dalah hak milik perseorangan
yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia.
Sebagai hak milik, Paten dapat dialihkan oleh Inventornya atau oleh yang
berhak atas Invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum. Adapun
sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya
pemilikan Paten karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan
Pemegang Paten. Dalam hal yang menjadi sebab peralihan Paten didasarkan
atas peraturan di bawah undang-undang, peraturan tersebut tidak boleh
bertentangan dengan Undang-undang ini.
Ayt (2) s.d. Ayat (S)

Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak sebagai pemakai terdahulu dalam
ayat ini adalah hak untuk melaksanakan suatu Invensi sebagaimana halnya
dengan hak Pemegang Paten. Walaupun demikian, hak tersebut tidak dapat
dialihkan, kecuali melalui pewarisan. Hal itu tidak lain karena hak sebagai
pemakai terdahulu bukan merupakan hak yang bersifat sepenuhnya eksklusif,
seperti halnya Paten, melainkan diberikan dalam keadaan khusus.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68
Hak ini disebut sebagai hak moral. Lihat juga Pasal 12 ayat (6).

Pasal 69
Ayat (1) .
Berbeda dari pengalihan Paten yang pemilikan haknya juga beralih,
Lisensi melalui surat perjanjian pada dasamnya hanya bersifat pemberian hak
untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu dan syarat-
syarat tertentu pula.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70 s.d. Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78

Afet (1)
Royalti adalah
Uisensi kepada Pemegang Paten atas pelaksanaan
tAefset(;g)t dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang
yat

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pefganjian Jain yang sejenis adalah
perjanjian yang lazim dibuat dalam rangka pengalihan kemampuan atau
pengalihan pengetahuan tentang teknologi yang tidak dipatenkan (know how
and technology transfer).

Pasal 79 s.d. Pasal 81
Cukup jelas

imbalan yang diberikan oleh penerima/pemegang
Invensinya. Imbalan
disepakati para pihak.

Cukup ielas

Pasal 82 Ayat (1)

Keadaan ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan’ Paten yang
merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan Invensi yang lebih
dahulu telah dilindungi Paten. Oleh karenanya pelaksanaan Paten yang baru
tersebut berarti melaksanakan sebagian atau seluruh Invensi yang telah
dilindungi Paten yang dimiliki oleh pihak lain.

Apabila Pemegang Paten terdahulu memberi Lisensi kepada
Pemegang Paten berikutnya, yang memungkinkan terlaksananya Paten
berikutnya tersebut, maka dalam hal ini tidak ada masalah pelanggaran Paten.

Tetapi kalau Lisensi untuk itu tidak diberikan, semestinya Undang-
undang ini menyediakan jalan keluarnya. Oleh karenanya agar Paten yang’
diberikan belakangan dapat dilaksanakan, sudah sewajamya bila yang terakhir
ini juga dimungkinkan untuk-melaksanakannya tanpa melanggar Paten yang
terdahulu. Hal ini hanya dapat terlaksana apabila lisensi-wajib diberikan oleh
Direktorat Jenderal. :



g
BRY

Contoh mengenai hal ini adalah sebagai berikut : S
. paten Aterdir ates empat Kaim yang seluruhnya merupakan sat
# "o ten B yang diperoleh sesudah Paten A, pada dasamya berisikan
Klaim yang pada hakekatnya merupakan penyempurnaan’ dan
%3 mbangan tiga Kaim di antara empat Kaim pada Paten A~

end Sebagai hasil penyempumaan dan pengembangan, sudah barang

w Paten B memiliki basis teknologi yang ada pada PatenA. -~ . ° - -
* Seandainya Pemegang Paten B bermaksud akan melaksanakan
ytenny? hal tersebut akan sulit tanpa melanggar salah satu klaim dalam

ssen A gila Pemegang Paten A memberikan Lisensi kepada Pemegang
ssten B untuk melaksanakan satu Klaim miliknya, jelas tidak akan timbul
~asalah. T2tapi kalau Pemegang Paten A tidak bersedia memberikan Lisensi
Taka satu-satunya jalan bagi Pemegang Paten B adalah meminta lisensi-
w~ajib ke Direktorat Jenderal.
syt (2) s.d. Ayat )

Cukup jelas

253l 63 5.d. Pasal 90
Cukup jelas

rasal 91
L3t (1)
wurf a dan Huruf b

Cukug jelas
seafdl € y

yang dimaksud dengan ternyata tidsk mamgu mencegah berlang-
sungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan
«epentingan masyarakatadalah bahwa walaupun telah diberikan lisensi-wajid,
pemberian lisensi wajib tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaannya sehingga
produk yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi dan
maksud pemberian lisensi-wajib tersebut tidak terlaksana. Misalnya, pemberian
nsensi-wajib untuk memproduksi obat tetapi tidak dilaksaniakan secara efektif
sehingga jumlah yang diproduksi tetap sedikit dan harga obat tetap mahal.
ayat (2) s.d. Ayat (4)

Cukup jelas

pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Ayat (1) .
Yang dimaksud dengan putusan Pengadilan Niaga pada ayat ini
adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 94 s.d. Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Penerima Lisensi Paten yang dibatalkan, pada dasarnya dapat
terus melaksanakan hak yang diperclehnya. Lisensi tersebut menjadi Lisensi
atas Paten lain yang tidak dibatalkan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Karena masalah pertahanan dan keamanan Negara, dan kebutuhan
sangat mendesak untuk kepentingan nasional merupakan hal yang mendasar,
wajarlah apabila Pemerintah atau pihak ketiga yang diberikan izin oleh
Pemerintah untuk melaksanakan Paten yang terkait.

Pengaturan ini pun dimungkinkan menurut ketentuan dalam Ar-
tcle 31 Persetujuan TRIPs. Contoh Invensi yang terkait dengan pertahanan
- dan keamanan Negara, antara lain bahan peledak, senjata api, dan amunisi.

. Yang dimaksud dengan kebutuban sangat mendesak untuk kepen-
tingan nasional mencakup, antara lain bidang kesehatan seperti obat-obat
yang masih dilindungi Paten di Indonesia yang diperlukan untuk
menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas (endemi), bidang
pertanian misalnya pestisida yang sangat dibutuikan untuk menangguiangi
gagalnya hasil. panen secara nasional yang disebabkan oleh hama.
Sebagaimana diketahui, salah satu fungsi suatu Paten adalah untuk menjamin
kelangsungan hidup perekonomian negara serta mengupayakan makin
:\eningkatnya kesejahteraan masyarakat di negara yang bersangkutan.

yat (2)

Cukup jelas
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s.d. Pasal 104

Pasal 100
. Cukup jelas

-

e e ., LR ..
b
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P o BT

Pasal 105 *

Ayt (1) © . T LT
""" - Yang dimaksud dengan satu Invensi adalah $uatu Invensi yang
berupa satu produk atau alat yang kasat mata. Walaupun demikian, dapat
dicakup beberapa klaim. N

Ayat (2) s.d. Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5) .
Yang dimaksud dengan kebarvan adalah bukan sekedar berbeda

ciri teknisnya, melainkan juga harus memiliki fungsifkegunaan yang lebih
praktis dari Invensi sebelumnya. Co .
Pasal 106 s.d. Pasal 108 .

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1) :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan
kecepatan kepada seorang Pemohon di Indonesia dalam mengajukan
Permohonan Patennya ke beberapa negara lain (yang juga merupakan anggota
Patent Cooperation Treaty (PCT)), dan sebaliknya Pemohon yang berasal
dari negara lain yang juga merupakan anggota PCT dapat dengan mudzh
dan cepat mengajukan Permohonannya ke Indonesia.

Ayat (2) .

hal-hal yang akan dimuat dalam Peraturan Pemerintah antara lain
mencakup :

a. persyaratan administratif tambahan yang ahrus dipenuhi oleh Pemohon
seperti : penggunaan bahasa asing yang dimungkinkan, penunjukan
kantor Paten yang akan ditugaskan sebagai institusi penelusur
internasional (international search authority) dan institusi pemeriksaan
pendahuluan internasional (international preliminary examination author-
ity) oleh Pemohon, dan sebagainya.

kewajiban Direktorat Jenderal sebagai kantor penerima (receiving of-
fice) atau sebagai kantor tujuan (designated office) dari sistem ini, dan
sebagainya.

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111 )

Sebagai salah satu sumber informasi teknologi, Paten merupakan
sarana bagi peningkatan penguasaan dan kemampuan bangsa di bidang
teknologi. Oleh karena itu, dokumentasi dan informasi Paten memiliki arti

. dan peran'yang sangat penting, bahkan strategis. Untuk itu, Direktorat Jenderal

-

perlu diberi dorongan untuk uk menyusun sistern dokumentasi, khususnya
sistern jaringan informasi yeng saling terkait dan kuat. Dalam kerangka ity,
Direktorat Jenderal dapat memanfaatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki
instansi lain, baik milik pemerintah maupun swasta, dengan kerja sama sebaik-
baiknya dalam mewujudkan sistem itu. Selain itu, terbinanya dokumentasi
dan sistem informasi yang baik dan tangguh, juga bermanfaat bagi kelancaran
pelaksanaan tugas Direktorat 3Jenderal itu sendiri, terutama dalam melakukan
pemeriksaan Paten. Masih dalam rangka pembangunan dan pengembangan
sistemn dokumentasi dan informasi Paten secara nasional, Direktorat Jenderal
dapat memanfaatkan kesempatan bantuan teknik dan kerja sama luar neg-
erni. . :

Pasal 112 dan Pasal 113

Cukup Jelas
Pasal 114
Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan biaya tahunan untuk pertama kali adalah
biaya tahunan sebelum Paten diberikan. .

Untuk keperluan penghitungan,
dihitung sejak Tanggal Penerimaan.

Contoh penghitungan biaya tahunan
sebagai berikut.

Permohonan yang diajukan paca tanggal 1 April 1997 diyatakan -
dapat diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2000.

Kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan perta-
ma kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus dilakukan
pada tanggal 4 Januari 2001.

Adapun besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk pertama
kali, yang terutama dimaksudkan untuk membayar biaya tahunan sebelum
diberikannya Paten adalah sebagai berikut.

tahun pertama Permohonan

yang pertu dibayarkan adalah

........

i



== Periode Biaya (rupizh) -
~" (1 April 1997 - 30 Maret 1998) A
T (1 April 1998 - 30 Maret 1999) . B
T (1 April 1999 - 30 Maret 2000) c

1

==

Untuk 3 (tiga) tahun pertama (sejak 1 April 1997 sampai dengan
Maret 2009) adalah sebesar A+B+C rupizh. Pembayaran biaya tahunan
sutnya diperhitungkan sebagai berikut.

Untuk biaya tahunan IV (1 April 2000 - 30 Maret 2001) sebesar D
ish dapat dibayarkan paling lambat tanggal S Januari 2002; dan untuk
a tahunan V (1 April 2001 - 30 Maret 2002) sebesar € rupiah dapat
syarkan paling ambat tanggal 5 Januari 2003, dan seterusnya.

at 115

i1
& Jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut didasarkan atas pertimbangan
.k memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemegang Paten untuk
npertimbangkan sendiri kelangsungan Patennya. Pembatalan Paten karena
«membayer biaya tahunan diberitzhukan oleh Direktorat Jenderal kepada
ang Paten secara tertulis. Dalam pemberitahuan tersebut dimuat
193l berekhirnya Paten yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal
Siaya yang tidak dibayar selama 3 (tiga) tahun tersebut imerupakan utang
3 harus tetap dibayar/dilunasi oleh Pemegang Paten yang bersangkutan.

t(2
@ Untuk biaya tahunan XVIII, pembayarannya harus dilakukan pal-
lambat pada akhir tahun XVIII tersebut.
ian ini melanjutkan contoh penjelasan pada Pasal 114. :
Pembayaran biaya tahunan XVIII (1 April 2014 - 30 Maret 2015)
us dilakukan paling lambat tanggal 5 Januari 2016.

Pembayaran biaya tahunan XIX (1 April 2015 - 30 Maret 2016),

us dilakukan paling lambat tanggal S Januari 2017.

Pembayaran biaya tahunan XX (1 April 2016 - 30 Maret 2017)
us dilakukan paling lambat tanggal S Januari 2018

Pembayaran biaya tahunan XVIII yang tidak dibayarkan pada
352l 5 Januari 2016 mengakibatkan Paten yang bersangkutan dinyatakan
sldemi hukum terhitung sejak tanggal S Januari 2016. Walupun demikian,
n yang tidak dibayar selama 1 (satu) tahun tersebut merupakan utang
g harus tetap dibayar/dilunasi oleh Pemegang Paten yang bersangkutan.
nkian pula halnya dengan pembayaran biaya tahunan pada tahun-tahun
kutnya.

ya
t(3)
Cukup Jelas

e 1

Merujuk kepada uraian penjelasan Pasal 114:
Dalam hal biaya tahunan pertama dilakukan setelah tanggal 4 Januari
2001 (misalnya pada 1 Mei 2001), maka besarnya total biayayang harus
dibayer pada saat itu oleh Pemegang Paten adalah (A+B+C) + {2,5% X
4X (A+8+C)}.
Dalam hal keterlambatan pembayaran biaya tahunan pada tahun-tahun
berikutnya (misalkan biaya tahunan V yang baru dibayar pada 1 Juni
2003) setelah biaya tahuan pada tahun-tahun sebelumnya (A+8+C+D)
dibayar secara tepat waktu, maka total biaya yang harus dibayarkan
2dalah E + (2,5% XSXE).
t(2) dan Ayat (3) -
Cukup Jelas ’

aA117
Cukup jelas
3118 y

t(1) dan Ayat (2)

Cukup jelas
t(3)
. Yang dimaksud dengan putusan Pengadilan Niage pada ayat ini
Ah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4119
t (1) dan Ayat (2)

Pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan
\gketa Paten untuk proses. Sekalipun demikian, untuk menjaga
embangan kepentingan yang wajar diantara para pthak, hakim tetap diberi
*tnangan memerintahkan kepada pemilik Paten untuk terlebih dahulu
"rRmpaikan bukti salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan

kl:n awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga wajib

Mpertimbangkan kepentingan pihak tergugat untuk memperoleh

ungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam
Pembuktian yang harus dilakukannya di persicangan.

~»
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Pengertian proses yang dipatenkan atau Paten bagi proses, pada
dasa mengacu pada istilah yang sama, yaitu Paten-proses (process
patent).- '
Ayat i . . T . -

Perlindungan terhadap kerahasiaan tersebut sangat penting
mengingat sifat suatu proses yang pada umumnya sangat mudah dimanipulasi
atau disempumakan oleh orang yang memilik pengetahuan yang umum di
bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian, atas permintaan
para '::ihak, hakim dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup
untuk umum,

Pasal 120
© Cukup jelas -

Pasal 121

Ayat (1) .
Kecuali ditentukan lain, yang dimaksud dengan jurv sita dalam

~ Undang-undang ini adalah juru sita Pengadilan Negeri/Niaga.

Ayat (2) sampai dengan. Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasai 123
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kecuali ditentukan lain, yang dimaksud dengan panitera pada ayat
ini adalah panitera Pengadilan Tinggi/Niaga. ;
Ayat (3) sampai dengan Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan berkas perkara kasasi dalam Pasal ini
adalzh permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi
serta dokumen lainnya.

Ayat (7) sampai dengan Ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 124

Yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah negosiasi,
mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan
Undang-undang yang berlaku.

Pasal 125
Huruf a .
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah Kerugian yang lebih
besar pada pihak yang haknya dilanggar sehingga atas permintaan pemohon.
Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara
gupa mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga
melanggar Paten ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
Huruf b dan Huruf ¢ ’
Cukup jelas

Pasal 126 s.d. Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Hunuf a

Dikecualikannya importasi produk farmasi sebagaimana dimak-
sud dalam huruf a pada Pasal ini adalah untuk menjamin adanya harga yang
wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan
bagi kesehatan manusia. Ketentusn ini dapat digunakan apabila harga suatu
produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah
beredar secarasah di pasar internasional.
Huruf b

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada Pasal
ini adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah
berakhirnya masa perindungan Paten. Dengan demikian, harga produk farmasi
yang wajar dapat diupayakan.

Yang dimaksud dengan proses penzinan dalam huruf ini adalah
proses untuk pengurusan izin edar dan izin produksi atas suatu produk farmasi
pada instansi terkait. '

Pasal 136 s.d. Pasal 139
Cukup jelas
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